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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 
PADA PBPH PT SILVA RIMBA LESTARI 

UNTUK KEGIATAN RESERTIFIKASI 
 

 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT Trustindo Prima Karya 

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa 
No. 80 Samarinda.75121 

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 

d. Website : www.trustindo.net  

e. Nomor Akreditasi KAN 
sebagai LPVI 

: LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 27 September 2025  s.d 26 September 2030 

f. Penetapan sebagai LPVI 
Pelaksana Penilaian 
Kinerja PHL dan VLHH 

: SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri 
Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 September 2025 

g. Tim Audit : a) Ir. Suhardi, (Auditor PHL Prasyarat / Ketua Tim Audit) 
b) Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut. (Auditor PHL Produksi) 
c) Husni Thamrin, S.Hut. (Auditor PHL Ekologi) 
d) Ir. Wasis Kuncoro (Auditor PHL Sosial) 
e) Muhammad Ngizudin, S.Hut. (Auditor VLHH Kayu)  

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU  
 
 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT Silva Rimba Lestari (PT SRL) 

b. Alamat Kantor : Autograph Tower Lantai 8, Thamrin Nine Complex, Jl. MH. Thamrin 
No. 10 Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta 
Pusat  Prov. DKI Jakarta 

c. Email  : - 
d. Nomor SK PBPH : SK.165/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011; Jo No. 

SK.760/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 

e. Luas dan Lokasi Areal 
PBPH 

: ±88.000 Hektar di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur 

f. Nomor S-PHL  : IMS-SPHL-019 berlaku sampai dengan 15 Mei 2026 

g. MR auditi untuk 
kegiatan audit 

: Nama  : Idopman Elisa Maurith Sipayung 
Jabatan   : Askep Plantation 
Surat Penunjukan : 002/SRL/SUST/IV/2026 tanggal 1 April 2026 
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 
 

No. 
Tahapan Kegiatan 

Audit 
Waktu 

Pelaksanaan Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan 
koordinasi 
dengan :Direktorat 
PUPH sebelum 
penilaian lapangan 

22 April 2026  Dilakukan secara online menggunakan aplikasi 
Zoom Meeting. 

 Terdapat informasi tentang auditi untuk 
dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya. 

 Sekaligus menjadi refreshment SE Dirjen PHL 
No 2 Tahun 2026 kepada Tim Audit Resertifikasi 
PT SRL dan Pengambil Keputusan. 

2. Pertemuan 
koordinasi 
dengan :instansi 
kehutanan di daerah 
sebelum penilaian 
lapangan 

23 April 2026  Dilakukan secara offine di kantor instansi 
masing-masing, yaitu dengan  
a) BPHL Wil. XIII Samarinda; dan 
b) Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur 
c) Hasil pelaksanaan koordinasi 

didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5a Rev.1 

3. Rapat konsultasi 
publik 

24 April 2026  Dilaksanakan secara offline di Balai Pertemuan 
Umum Kecamatan Kembang Janggut Kab. Kutai 
Kartanegara dengan : 
a) Muspika (Camat, Kapolsek dan Danramil) 

Kec. Kembang Janggut 
b) Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa 

Bukit Layang, Desa Kelekat, Desa Muara 
Ritan dan Desa Pulau Pinang. 

4. Pelaksanaan 
penilaian lapangan  

24 – 29 April 
2026 

 Dilaksakan di kantor lapangan dan areal PBPH 
auditi. 

 Kegiatan dimulai dengan melaksanakan 
pertemuan pembukaan, untuk menyampaikan 
rencana teknis pelaksanaan audit dan tata 
tertibnya, dan diakhiri dengan pertemuan 
penutupan, untuk menyampaikan hasil audit dan 
kesimpulannya. 

 Pelaksanaan pertemuan pembukaan dibuatkan 
BAP menggunakan form F1-02.7 Rev.1, dan 
untuk pertemuan penutupan form F1-02.9 Rev.1 

 Pelaksanaan audit meliputi : 
a) Penilaian kinerja PHL oleh auditor prasyarat 

(Suhardi), produksi (Rafael Satria), ekologi 
(Husni Thamrin) dan sosial (Wasis Kuncoro) 
menggunakan Standar : 
1) Penilaian Kinerja PHL sesuai Lampiran 

1.1 SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 2022; dan 

2) Lampiran Surat Edaran Dirjen PHL No, 2 
Tahun 2026 tanggal 28 Februari 2026. 
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No. 
Tahapan Kegiatan 

Audit 
Waktu 

Pelaksanaan 
Ringkasan Hasil Kegiatan  

b) Verifikasi legalitas hasil hutan menggunakan 
Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 2.1 
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/ 
2022 oleh auditor VLHH Hulu (M. Ngizudin) 

 Hasil audit dari masing-masing auditor, dicatat 
menggunakan checklist sesusi form F1-02.8 
Rev.1 

5. Presentasi hasil 
Penilain Kinerja  PHL 
sementara kepada 
BPHL Wil. XIII 
Samarinda. 

30 April 2026  Dilakukan secara offline, dan dihadiri oleh 
untdangan yang meliputi Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Timur. 

 Laporan sementara telah diserahkan kepada Bp. 
Antoncy Leo 

 

 

4. HASIL AUDIT : 

4.1  HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

A. Aspek PRASYARAT 
 

1. Indikator 1.1 : Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas 
sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, 
Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB). 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SRL merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan 
(PBPH) untuk pemanfaatan hutan tanaman berdasarkan SK Menteri yang 
membidangi masalah kehutanan sebagai berikut: 
1) No. SK.165/Menhut-II/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Pemberian Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu  pada Hutan Tanaman Industri 
kepada PT Silva Rimba Lestari atas Areal Hutan Produksi seluas ±88.000 
di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur beserta Peta 
Lampirannya skala 1:100.000;  Jo.  

2) No. SK.760/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 
yang mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan 
kayu hutan tanaman dengan areal kerja seluas 88.000 Hektar di Provinsi 
Kalimantan Timur. 

Terhitung saat ini (2026), umur izin usaha (PBPH) = 15 tahun. SK PBPH 
berlaku untuk 60 tahun sampai dengan tanggal 3 April 2071. 
Pemancangan pal batas areal kerja PBPH sampai dengan saat ini (2026) 
berdasarkan laporan TBT No. Lp.70/BPKH IV-2/PKH/PLA.0.4/9/2017 
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mencapai 238.077,50 m (100%) dari Rencana TBT sepanjang 246.172 m dan 
Instruksi Kerja TBT sepanjang 234.991 m. 
Ketersediaan dokumen tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasinya 
sebagai berikut 
1) Rencana TBT No. 09/PB/IUPHHK-HTI/2013 tanggal 18 Januari 2013 

sepanjang 246.172 meter. 
2) Instruksi Kerja No 106/ITK/BPKH IV-2/2013 tanggal 26 Juli 2013 panjang 

234.991 m. 
3) Dokumen Berita Acara Pemancangan Batas tanggal 3 Juli 2014 untuk 

penentuan titik ikatan, titik awal, pengukuran melambung, pelakanaan 
penataan batas sesuai trayek batas, dan titik akhir sesuai dengan laporan 
TBT No. Lp.70/BPKH IV-2/PKH/PLA.0.4/9/2017. 

4) Peta Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI  PT SRL  Skala 1 : 
25.000 sebanyak 8 (delapan) lembar. 

5) Buku Laporan TBT No. Lp.70/BPKH IV-2/PKH/PLA.0.4/9/2017 yang sudah 
disahkan oleh  Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 
atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Ir. 
Muhammad Said, MM. NIP 19630318 198905 1 001 tanggal 5 Maret 
2018. 

b. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Realisasi Pemancangan pal batas areal kerja PBPH sampai dengan saat ini 
(2026) berdasarkan laporan TBT No. Lp.70/BPKH IV-2/PKH/PLA.0.4/9/2017 
mencapai 238.077 m (100%) dari Rencana TBT sepanjang 246.172 m dan 
Instruksi Kerja TBT sepanjang 234.991 m sebagai berikut : 

No Kegiatan/ Jenis Batas  Realisasi (m)  

1 Batas Sendiri 70.452,57 

2 Batas Persekutuan 
 

  a. PT Sendawar Adhi Karya 9.755,04 

  b. PT Acacia Andalan Utama 34.984,19 

  c. PT Hutan Kusuma 49.121,24 

  d. PT Jaya Timber Trading 25.556,31 

  e. PT Belayan River Timber 2.331,00 

3 Batas Fungsi 
 

  a. HL Lilang Mebang Batu Putih 22.051,03 

4 Batas Luar Kawasan Hutan 23.825,49 

  Jumlah 238.076,87 

 
PT SRL mengajukan Penetapan Areal Kerjanya sesuai dengan Surat No. 
007/SRL/LGL/ JKT/I/2019 tanggal 15 Januari 2019, dan terdapat beberapa 
surat menyurat untuk proses pengajuan penetapan areal kerja, terakhir arahan 
dari BPKH Wilayah IV Samarinda, sesuai dengan Surat No. 
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S.174/BPKH.IV/PPKH/PLA.02.01/B/03/2026 tanggal 2 Maret 2026 tentang 
Arahan Penetapan Areal Kerja PT SRL memberikan arahan sebagai berikut : 
1) Mengacu pada Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK 

Menteri Kehutanan No. 397 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan No. 10788 tanggal 12 November 2025 tentang Peta 
Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur 
sampai dengan tahun 2025, masih terdapat beberapa trayek batas areal 
kerja PT SRL yang sekaligus merupakan batas luar kawasan hutan yang 
belum dilakukan tata batas yaitu : 
a) Trayek I-J sepanjang 2.622,09 meter, 
b) Trayek K-I sepanjang 3.663,85 meter, 
c) Trayek M-N sepanjang 2.558,86 meter; dan 
d) Trayek O-P-Q-R telah mengalami perubahan fungsi kawasan hutan 

menjadi APL sehingga penambahan trayek yang belum ditata batas 
sepanjang 17.768,21 meter 

2) PBPH PT SRL wajib menyelesaikan penataan batas seluruh areal 
kerjanya. 

Dengan demikian realisasi pemancangan tata batas PT SRL yang sebelumnya 
sudah temu gelang menjadi terbuka kembali dengan adanya perubahan 
kawasan hutan menjadi APL sebagaimana surat arahan dari BPKH Wilayah IV 
Samarinda No. S.174/BPKH.IV/PPKH/PLA.02.01/B/03/2026 tanggal 2 Maret 
2026 dengan perubahan trayek batas yang perlu dipancang kembali 
sepanjang 26.613,01 meter.  
Realisasi kegiatan pemeliharaan batas sebagai berikut : 

No. 
Pemeliharaan 
Batas (Trayek) 

Realisasi 
(Km) 

Kegiatan  

A Tahun 2024   

1 Q-R = P.236 – 
P.310 

7,50 Laporan Hasil Kegiatan Pemeliharaan Batas 
PBPH-HTI tanggal 29 September 2024 

B Tahun 2025   

1 J-K; K-L = P.12 - 
35 

3,50 Laporan Hasil Kegiatan Pemeliharaan Batas 
PBPH-HTI tanggal 25 November 2025 

C Tahun 2026   

1 Q-R = P.239 – 
P.266 

4,50 Laporan Hasil Kegiatan Pemeliharaan Batas 
PBPH-HTI tanggal 11 Maret 2026 

 Sub Jumlah 15,50  

 
Hasil observasi lapangan menunjukkan kesesuaian kegiatan pemeliharaan 
batas dengan BAP Pemeliharaan dengan sampling pada trayek sebagai 
berikut  
1) Trayek J-K-L Patok No. P.21 batas PT SRL dan APL  bersebelahan 

dengan jalan angkutan batubata PT Fajar Sakti Prima pada koordinat N 
000 19’ 55,1” E 1160 02’ 25,1” terdapat patok batas sesuai dengan 
lokasinya;  

2) Trayek J-K-L Patok No. P.22 batas PT SRL dan APL  bersebelahan 
dengan jalan angkutan batubata PT Fajar Sakti Prima pada koordinat N 
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000 19’ 57,8” E 1160 02’ 27,3” terdapat patok batas sesuai dengan 
lokasinya;  

3) Trayek J-K-L Patok No. P.23 batas PT SRL dan APL  bersebelahan 
dengan jalan angkutan batubata PT Fajar Sakti Prima pada koordinat N 
000 19’ 59,8” E 1160 02’ 29,5” terdapat patok batas sesuai dengan 
lokasinya;  

4) Trayek Q-R Patok No. P.262 batas PT SRL dan PT Acacia Andalan 
Utama (AAU) pada koordinat N 000 09’ 53,2” E 1160 04’ 56,4” terdapat 
patok batas dari beton cor sesuai dengan lokasinya; 

5) Trayek Q-R Patok No. P.263 batas PT SRL dan PT AAU pada koordinat N 
000 09’ 52,7” E 1160 04’ 52,9” terdapat patok batas dari beton cor sesuai 
dengan lokasinya; 

6) Trayek Q-R Patok No. P.264 batas PT SRL dan PT AAU pada koordinat N 
000 09’ 52,3” E 1160 04’ 50,3” terdapat patok batas dari beton cor sesuai 
dengan lokasinya; 

7) Trayek Q-R Patok No. P.265 batas PT SRL dan PT AAU pada koordinat N 
000 09’ 51,9” E 1160 04’ 47,0” terdapat patok batas dari beton cor sesuai 
dengan lokasinya 

c. Verifier 1.1.3 : Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari 
Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak 
Pengelolaan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Fragmentasi areal terbangun tanpa izin seluas 1.548,00 Ha (1,76%) dari total 
luas areal PBPH PT SRL (88.000 Ha) sebagai berikut : 

No Fragmentasi 
Luas 
(Ha) 

Legalitas 

1. PPKH   

 a) PPKH PT Bumi Alam Raya 
(BAR) 

1.078,83 PPKH No. 777 Tahun 
2024 

 b) PPKH PT Fajar Sakti Prima 
(FSP) 

46,86 PPKH No. 838 Tahun 
2024 

2. APL  6.464,00 SK 548/2024; SK 
397/2025 

3. Sawit Masyarakat 1.548,00 Х 

 Jumlah terbangun tanpa Izin 1.548,00  

 Jumlah terbangun dengan izin 7.589,69  

. 

d. Verifier 1.1.4 : Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Areal kerja PT SRL seluas ±88.000 Ha dan terdapat penguasaan oleh pihak 
lain seluas 19.762,69 Ha, sehingga total penguasaan lahan oleh PBPH PT 
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 SRL sebesar 88.000 Ha – 19.762,69 Ha = 68.237,31 Ha atau sebesar 77,54% 
dari luasan areal kerja sebagai berikut : 

No Jenis Penguasaan Lahan 
Luas 
(Ha) 

Legalitas 

1. PPKH PT Bumi Alam Raya 
(BAR) 

1.078,83 PPKH No. 777 Tahun 
2024 

2. PPKH PT Fajar Sakti Prima 
(FSP) 

46,86 PPKH No. 838 Tahun 
2024 

2. APL  6.464 SK 548/2024; SK 
397/2025 

3. Sawit Masyarakat 1.548 Х 

4. Konflik Tenurial/ Areal 
Lainnya (Klaim Lahan 
Masyarakat) 

10.625 Х 

 Total  19.762,69  

. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.1 

: 17/21x100% = 80,95%  = BAIK 

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan 
perusahaan yang sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SRL telah menyusun dokumen visi dan  misi perusahaan yang telah 
disahkan oleh Chief Operational Officer (COO) dan Chief Executive Officer 
(CEO) PT SRL tanggal 18 April 2017 dan pembaruannya sesuai dengan 
Pernyataan visi dan misi yang ditangatangani oleh Direktur Utama PT SRL 
tanggal 5 Februari 2024.  Visi dan misi dinilai auditor telah mencakup prinsip-
prinsip pengelolaan hutan lestari, yaitu kelestarian produksi seperti tercantum 
dalam Misi nomor 1 dan 3; kelestarian ekologi seperti tercantum pada Misi 
nomor 4; kelestarian sosial seperti tercantum pada Misi nomor 2, 5 dan 6. 
Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja 
dan masyarakat, dengan dokumentasi Berita Acara pada masing-masing 
kegiatannya 

b. Verifier 1.2.2 : Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Misi PT SRL berjumlah 6 (enam) misi sehingga pada masing-masingnya dapat 
diberikan bobot nilai sebesar 16-17%. Dengan membandingkan setiap 
implementasi pengelolaan hutan lestari pada aspek produksi, ekologi dan 
sosial dengan visi dan misi yang dicanangkan dinilai belum seluruhnya 
diimplementasikan di lapangan  di antaranya sebagai berikut: 
1. Misi untuk membangun dan mengelola hutan tanaman berdasarkan 

ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dengan menerapkan 
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praktik kehutanan terbaik yang didukung dengan manajerial serta sumber 
daya manusia yang profesional secara umum telah diimplementasikan 
berupa pemenuhan perizinan legalitas perusahaan HTI, penyelesaian 
tata batas, penyusunan dokumen lingkungan, perencanaan jangka 
panjang (RKUPH) dan jangka pendek (RKTPH). Dalam hal penyediaan 
bibit (nursery), pencapaian target produksi masih belum sesuai dengan 
target baik untuk produksi kayu maupun penanamannya. Neraca 
tanaman seluas 22.360 hektar (33%) dari areal efektif tanam seluas 
67.626 hektar  Dalam hal manajerial dinilai telah memiliki struktur 
organisasi sesuai kerangka PHL, namun ketersediaan SDM masih belum 
lengkap khususnya keberadaan tenaga profesional kehutanan dan 
GANISPH yang masih kurang. Implementasi misi 1 dinilai (0,7 x 17% = 
11,9%)  

2. Misi untuk menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia 
termasuk hak-hak masyarakat adat di dalam operasional perusahaan 
telah diimplementasikan berupa penetapan kebijakan perusahaan terkait 
Hak Asasi Manusia dengan mematuhi peraturan yang terkait HAM baik 
secara internasional maupun nasional, hak-hak pekerja dan buruh, hak-
hak masyarakat adat, dan pemenuhan komitmen terhadap undang-
undang, kesetaraan, keberagaman, serikat pekerja, pengupahan, K3, 
penyediaan fasilitas yang layak, fasilitas medis, pendidikan dan pelatihan, 
dan privasi pekerja, kelompok migran maupun pekerja tidak tetap. 
Implementasi misi 2 dinilai (0,9 x 17% = 15,3%) 

3. Misi untuk meningkatkan produktivitas hutan tanaman secara 
berkelanjutan dengan metode inovatif dan berkesinambungan sehingga 
memberikan manfaat jangka panjang yang maksimal dalam hubungan 
antara perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan 
diimplementasikan melalui penanaman intensif dari jenis-jenis tanaman 
yang unggul melalui seleksi bibit unggul tanaman HTI,  melakukan 
penelitian dan pengembangan, pemeliharaan yang intensif, penerapan 
SOP tahapan sivikultur THPB, penerapan teknologi dan penerapan RIL. 
Di lapangan kegiatan ini telah diimplementasikan sebagian namun belum 
seluruhnya. Implementasi misi 3 dinilai (0,7 x 17% = 11,9%) 

4. Misi untuk menetapkan dan mengelola kawasan lindung dalam tata ruang 
pengelolaan hutan tanaman untuk mempertahankan nilai konservasi 
tinggi, stok karbon tinggi serta keanekaragaman hayati dan ekosistem, 
telah diimplementasikan melalui penetapan kawasan lindung KPPN, 
KPSL, Sempadan Sungai dan Buffer Zone, penetapan kebijakan 
lingkungan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Studi HCV dan 
HCS, perubahan RKUPH Multi Usaha Kehutanan dengan menambahkan 
usaha jasa lingkungan, pengelolaan flora dan fauna serta kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Di lapangan kegiatan ini telah 
diimplementasikan walaupun belum seluruhnya. Implementasi misi 4 
dinilai (0,7 x 17% = 11,9%) 

5. Misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Mitra bisnis 
beserta pada pekerja dengan penyediaan lapangan kerja dan program 
pemberdayaan, telah diimplementasikan dalam bentuk kelola sosial baik 
kegiatan CSR maupun kemitraan dengan masyarakat berupa penyerapan 
tenaga kerja, kejasama PHBM tanaman karet dan tanaman padi, 
rekrutmen kontraktor, jasa transportasi karyawan dan pekerja, material 
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serta dampak positif dari keberadaan PBPH bagi masyarakat dan usaha 
perekonomian setempat. Di lapangan kegiatan ini telah 
diimplementasikan walaupun belum seluruhnya. Implementasi misi 3 
dinilai (0,8 x 16% = 12,8%) 

6. Misi untuk mempromosikan keselamatan dan kesehatan kerja kepada 
pekerja, mitra bisnis dan para pihak yang berkepentingan telah 
diimplementasikan berupa penerapan program K3 di perusahaan, 
sertifikasi SMK3, pemberian APD bagi karyawan dan pekerja, induksi 
karyawan, mitra kerja dan tamu perusahaan, perlindungan dan 
pengamanan hutan penyediaan Pos P3K dengan menyediakan 
paramedis, dokter dan obat-obatan di basecamp. Di lapangan kegiatan ini 
telah diimplementasikan. Implementasi misi 3 dinilai (0,8 x 16% = 12,8%) 

Visi dan misi PT SRL telah diimplementasikan sebagian dengan nilai sebesar 
76,60% 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.2 

: 7/9x100% = 77,78%  = SEDANG 

3. Indikator 1.3 : Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional 
bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai 
dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 1.3.1 : Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya 
pengelolaan hutan yang lestari 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SRL telah memiliki Struktur Organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan 
lestari berupa organization Chart District Kembang Janggut, update 1 Mei 
2021 dan perkembangannya yang disahkan oleh FOD Deputy Divition Head 
tanggal 1 Mei 2023 dan terus berkembang seiring dengan perkembangan 
perusahaan dengan ditetapkannya Struktur Organisasi terkini yang disahkan 
oleh Direktur Utama PT SRL dengan keputusan No. 006/SRL/HR/I/2026 
tanggal 27 Januari 2026 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Job 
Description PT SRL. 
Struktur Organisasi PT SRL telah sesuai dengan kaidah pengelolaan hutan 
lestari yang memisahkan antara perencana, pelaksana dan evaluasinya dan 
membidangi pada aspek produksi, ekologi dan sosial. Terdapat lampiran 
berupa bagan organisasi dan uraian tugas pada masing-masing jabatannya. 

b. Verifier 1.3.2 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga 
teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap 
bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: 1) PT SRL memiliki tenaga profesional kehutanan berupa Sarjana Kehutanan 
sebagai berikut : 
a) Total dimiliki saat ini 10 (sepuluh) orang 
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp 10 (sepuluh) orang pada jabatan 

(District Head, Plantation, Forest Protection, Planning & Survey, Wood 
Supply, dan TU) 
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2) PT SRL memiliki tenaga profesional kehutanan berupa tenaga menengah 
kehutanan D3, D1 dan SMK Kehutanan sebagai berikut: 
a) Total dimiliki saat ini 3 (tiga) orang 
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp 3 (tiga) orang pada jabatan 

(Plantation, dan Nursery) 
3) PT SRL merencanakan kebutuhan GANISPH dalam RKUPH sebanyak14 

orang terdiri dari GANISPH Kurpet 1 Orang, GANISPH Canhut 2 Orang, 
GANISPH Binhut 3 Orang, GANISPH Nenhut 2 Orang dan GANISPH PKB 
5 Orang dan GANISPH Jasling Karbon 1 Orang. Realisasi kepemilikan 
GANISPH sebagai berikut : 

No. 
Kompetensi 
GANISPH 

JUMLAH GANISPH 

RKUPH Keperluan Realisasi +/- 

1. Kurpet 1 1 - -1 

2. Canhut 2 2 2 0 

3. Binhut 3 3 1 -2 

4. Nenhut 2 2 1 -1 

5. PKB 5 4 3 -1 

6. Jasling 
Karbon 

1 1 1 0 

7. HHBK - 1 - -1 

 Jumlah 14 14 8 -6 

 
4) PT SRL memiliki GANISPH Kurpet atas nama Syamsir dan GANISPH 

Nenhut atas nama Agung Rolisstyawan namun statusnya tidak aktif dan 
sedang menjalani sanksi pembekuan dari BPHL Wilayah XIII sehubungan 
dengan hasil penilaian kinerjanya dan GANSIPH PT SRL yang aktif 
sebanyak 8 orang telah memiliki pengangkatan penugasan dan 
penempatan serta sertifikat kompetensi sesuai dengan data pada 
SIGANISHUT. 

5) Realisasi pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana 
Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga  teknis lain) 
pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL PT 
SRL sebesar 57,14% (<70%) dari kebutuhan yang tercantum dalam 
dokumen perencanaan dan tidak tersebar merata pada setiap bidang 
kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya. 

c. Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SRL memiliki dokumen rencana pendidikan dan latihan karyawan yang 
tercantum pada dokumen Rencana Pelatihan setiap tahunnya. Dokumen 
tersebut mencakup kegiatan training secara keseluruhan baik yang bersifat 
teknis tenaga profesional kehutanan maupun non teknis dengan tata waktu 
rencna pelaksanaannya. Rencana dan realisasi training tenaga profesional 
kehutanan dan GANISPH PT SRL sebagai berikut :  
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1) Tahun 2021 PT SRL merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 
profesional kehutanan dan GANISPH serta pelatihan lainnya sebanyak 45 
orang dari 7 judul pelatihan dan realisasinya sebesar 33 orang (73,33%) 
dengan 6 judul pelatihan yang dilaksanakan. Terdapat realisasi pelatihan 
yang tidak direncanakan. 

2) Tahun 2022 PT SRL merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 
profesional kehutanan dan GANISPH serta pelatihan lainnya sebanyak 6 
orang dari 6 judul pelatihan dan  terealisasi sebanyak 5 orang (83,33%), 
serta terdapat realisasi pelatihan dari yang tidak direncanakan sebanyak 2 
orang. 

3) Tahun 2023 PT SRL merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 81 orang dari 8 judul 
pelatihan dan realisasinya sebesar 78 orang (96,30%) dengan 5 judul 
pelatihan yang dilaksanakan. Terdapat realisasi pelatihan yang tidak 
direncanakan. 

4) Tahun 2024 PT SRL merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 417 orang dari 14 judul 
pelatihan dan realisasinya sebesar 415 orang (99,52%) dengan 12 judul 
pelatihan yang dilaksanakan. 

5) Tahun 2025 PT SRL merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 91 orang dari 19 judul 
pelatihan dan realisasinya sebesar 84 orang (92,31%) dengan 16 judul 
pelatihan yang dilaksanakan 

6) Tahun 2026, PT SRL merencanakan peningkatan kompetensi tenaga 
profesional kehutanan dan GANISPH sebanyak 50 orang dari 16 judul 
pelatihan dan realisasinya dijadwalkan akan dimulai dari Bulan Mei 
sampai dengan November. 

Rata-rata realisasi peningkatan kompetensi karyawan PT SRL selama periode 
audit  88,96% 

d. Verifier 1.3.4 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan 
(sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Tenaga profesional kehutanan seluruhnya merupakan tenaga tetap PBPH PT 
SRL dan kelengkapan adminsitrasinya sebagai berikut : 

No 
Jenis Dokumen 

Ketenagakerjaan  
Jumlah 

(org) 

Ketersediaan 
Dokumen 

Tersedia Kurang 
1. Sarjana Kehutanan    

a Ijazah 10 10 - 
b SK Pengangkatan/ Kontrak  10 10 - 

2 D3 Kehutanan dan SMK 
Kehutanan  

   

a Ijazah 3 3 - 
b SK Pengangkatan/ Kontrak 3 3 - 

3 GANISPH     
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a SK Pengangkatan/ Kontrak 8 8 - 
b Sertifikat Pelatihan 8 8 - 
c Sertifikat Kompetensi 8 8 - 
d SK Penugasan 8 8 - 
e SK Penempatan 8 8 - 

. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.3 

: 17/21x100% = 80,95%  = BAIK 

4. Indikator 1.4 : Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan 
Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik 
Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan 
Produksi 

a. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SRL secara khusus memiliki sistem informasi manajemen berbasis 
teknologi informasi yang digunakan untuk sistem pelaporan secara efektif 
sebagai berikut : 

No SIM Keterangan 

1 SAP (System 
Application and 
Production in Data 
Processing 

Permintaan, persetujuan dan stock opname 
barang. Sistem Keuangan Perusahaan 
Sistem Alur Produksi perusahaan 

2 FMIS (Forestry 
Management 
Information System) 

Laporan produksi kayu, penanaman dan 
pemeliharaan HTI  
Database peta dan areal produksi Sistem 
Informasi untuk pengajuan dan 
penyelesaian klaim 

3 ArcGIS Sistem Informasi pemetaan 

4 Agisoft Sistem Informasi pengolahan hasil drone 
dan pemetaan lapangan 

5 Global Mapper Pengolahan Peta 

6 Solution Attandance 
Manajement 

Sistem Absensi Karyawan 

7 E-LEAVE Sistem Informasi Pengajuan dan Rekaman 
Cuti Karyawan 

8 Wanantara 
Sharepoint 

Sistem Informasi akses E-SOP 

9 Zimbra Mail 
Forestindo 

Sistem komunikasi Email 

Di samping itu secara umum, monitoring data dan informasi serta pengiriman 
data laporan dan lainnya menggunakan aplikasi dan perangkat berbasis IT 
seperti biasanya berupa email, what’s app dan grup-grup komunikasi lainnya. 
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Secara operasional pada beberapa lokasi yang tidak terjangkau jaringan 
seluler, komunikasi dilakukan menggunakan radio HT. 
Terdapat peralatan elektronik sebagai barang inventaris penunjang 
operasional di lapangan yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet 
di lapangan yang baik.  

b. Verifier 1.4.2 : Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SRL memiliki organisasi SPI/ Internal Audit sejak tahun 2021 dan terakhir 
sesuai dengan keputusan Direktur Utama No. 001/SK/SRL/SUST/I/2025 
tanggal 13 Januari 2025  dengan personil SPI  yaitu Mahdi Saragih (Lead 
Auditor); Dikdik Sodikin (Lead Auditor); Jose Natanael (Team Auditor); Farel 
Bonatua S (Team Auditor) dan Nela Puspita Sari (Team Auditor) 
Hasil temuan SPI sebagai berikut : 
1) Tahun 2021 terdapat laporan SPI dengan temuan NCR sebanyak 3 NCR 

pada bagian Plantation dan HSE 
2) Tahun 2022 terdapat laporan SPI dengan temuan NCR sebanyak 8 NCR 

pada bagian Tata Usaha, Infrastruktur dan HSE.  
3) Tahun 2023 terdapat laporan SPI dengan temuan ketidaksesuaian berupa 

1 Minor dan 16 Observasi. 
4) Tahun 2024 tidak terdapat  laporan monitoring dan evaluasi SPI 
5) Tahun 2025 terdapat laporan SPI dengan temuan NCR sebanyak 27 NCR 

pada berbagai bidang operasional lapangan. 
Cakupan aspek yang dilakukan monitoring dan evaluasi dinilai telah efektif 
menjangkau pada bidang pengelolaan hutan lestari pada bidang perencanaan 
dan aspek produksi, aspek ekologi serta aspek sosial,  R&D dan kegiatan 
operasional lainnya, namun pelaksanaannya tidak rutin dilakukan setiap 
tahunnya pada periode audit. 

c. Verifier 1.4.3 : Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring 
dan evaluasi. 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan wawancara PIC Prasyarat menyatakan bahwa pada tahun 2021, 
2022 dan 2023 hasil monitoring dan evaluasi SPI telah ditindaklanjuti, namun 
tidak tersedia dokumen pendukungnya. 
Pada tahun 2024 tidak terdapat dokumen laporan SPI dan hasil temuan SPI 
PT SRL, sedangkan tindaklanjut temuan SPI pada tahun 2025 seluruhnya 
telah diselesaikan dan dinyatakan closed. 

d. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian 
LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Silva Rimba Lestari telah menunjuk personel sebagai operator atau tenaga 
pelaksana sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (Kementerian Kehutanan) meliputi : 
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No. 
Nama 
Sistem 

Informasi 

Tenaga 
Pelaksana 

SK Direksi 

1 SIPASHUT Egy Prayoga No. 012/SRL/LCS-
HQ/XI/2025 tanggal 13 
November 2025 

2 SIPUHH Ilham No. 005/SRL/LCS-
HQ/II/2026 tanggal 23 
Februari 2026 

3 SIPNBP Yasmin Farhat No. 008/SRL/LCS-
HQ/XI/2024 tanggal 7 
November 2024 

4 SIGANISHUT Ahsanul Fuad Surat Keterangan  tanggal 
28 Oktober 2024 

5 SIMPEL Lukas 
Rahadiyan 
Setiawan 

No. 006/SRL/LCS-
HQ/XI/2024 tanggal 07 
November 2024 

6 SIPONGI Heri Irawan No. 005/SRL/LCS-
HQ/XI/2024 tanggal 07 
November 2024 

7 SIPATOK Yasmin Farhat No. 015/SRL/LCS-
HQ/XI/2025 tanggal 19 
November 2025 

Berdasarkan hasil pengecekan pada implementasi kepatuhan pelaporan SIM 
yang dilakukan oleh PT SRL menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan pada 
SIM Kementarian LHK diverifikasi telah patuh dilaporkan dan pengisian 
laporan realisasi kegiatannya sebagian besar telah dilaporkan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.4 

: 18/21x100% = 85,71%  = BAIK 

5. Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, 
keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya. 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SRL telah memiliki dokumen RKTPH yang telah disetujui dan disahkan 
secara self aproval pada RKTPH Tahun 2021, sedangkan untuk RKTPH tahun 
2022-2026 telah disusun dan disahkan melalui SIPASHUT.  
Desa Binaan PT SRL yaitu Desa Pulau Pinang, Desa Long Bleh Haloq, Desa 
Perdana, Desa Kelekat, Desa Bukit Layang, Desa Kembang Janggut Kec. 
Kembang Janggut dan Desa Muara Ritan Kec. Tabang Kab. Kutai 
Kartanegara.  
Kegiatan operasional RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak 
masyarakat setempat telah disosialisasikan dan diberikan pemahaman kepada 
masyarakat desa terdampak, namun dalam pelaksanaannya belum dilakukan 
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menyeluruh kepada seluruh desa binaan terdampak setiap tahunnya dan 
sebagian pelaksanaannya tidak dilakukan di awal kegiatan RKT.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa  dan Tokoh Masyarakat 
Desa Muara Ritan, Long Bleh Haloq oleh Auditor Sosial dan informasi yang 
diperoleh dari konsultasi publik di Balai Pertemuan Umum Kecamatan 
Kembang Janggut tanggal 24 April 2026 menyatakan bahwa pada dasarnya 
masyarakat telah mengetahui rencana operasional RKT yang dilakukan oleh 
PT SRL setiap tahunnya 

b. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Terdapat peta lampiran pada dokumen RKTPH yang diterbitkan skala 
1:50.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh 
ditebang dan menjadi kawasan lindung berupa Sempadan Sungai dan 
Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) yang ada di lapangan telah 
ditandai dan diidentifikasi sesuai dengan lokasinya. 
Penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung 
masyarakat pada RKT berjalan telah dikonsultasikan tetapi belum menyeluruh 
kepada desa binaan terdampak pada setiap RKTPH dan setiap tahunnya.  
Informasi dari konsultasi publik menyatakan bahwa di dalam areal PT SRL 
tidak terdapat kawasan perlindungan dari masyarakat seperti makam, situs, 
tempat keramat yang tidak boleh ditebang dan pada saat sosialisasi RKT juga 
menjelaskan tentang keberadaan areal yang tidak ditebang berupa sempadan 
sungai termasuk kawasan lindung lainnya. Namun demikian tidak seluruh 
desa binaan telah mendapatkan informasi yang memadai tentang 
pelaksanaan penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.5 

: 6/9x100% = 66,67%  = SEDANG 

 
 

B. Aspek PRODUKSI 
 

1
. 

Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

a
. 

Verifier 2.1.1 : Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh 
pejabat yang berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit, PT Silva Rimba Lestari memiliki dokumen rencana jangka 
panjang berupa dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2021 – 2030 dan 
Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2021 – 2030. Dokumen rencana 
jangka panjang telah dilengkapi dengan Buku, Lampiran Peta dan SK 
Pengesahannya. 
Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2021 – 2030 : 
 Disetujui dan disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 

11263 Tahun 2025  tentang Persetujuan Perubahan RKUPH PBPH Periode 
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Tahun 2021 – 2030  Atas Nama PT Silva Rimba Lestari di Provinsi 
Kalimantan Timur, ditetapkan di Jakarta tanggal 24 November 2025 oleh a.n 
Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi 
Wijayanti. 

 Jenis kegiatan Multiusaha Kehutanan berupa Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Pemanfaatan 
Jasa Lingkungan berupa pemulihan lingkungan, perlindunan 
keanekaragaman hayati dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon 

 Pemanfaatan HHK Sistem Silvikultur THPB dengan menggunakan jenis 
tanaman Akasia, Ekaliptus, Sengon dan Karet sedangkan pemanfaatan 
HHBK sistem Agroforestry dengan menggunakan jenis tanaman jagung, 
padi darat dan aren 

b
. 

Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana 
jangka panjang  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT) 
dengan dokumen rencana jangka panjang sebagai berikut : 

Tahu
n  

RKU 
RKT Murni + Carry 

Over 
Kesesuaian 

Luas 
Posis

i 
Luas Posisi Luas 

(%) Posisi 
Ha Blok Ha Blok 

2021 8.506 I 1.504 I, V & VI 17,68 
Sebagian 

Sesuai 

2022 6.722 II 5.957 IV 88,62 Tidak Sesuai 

2023 9.639 III 5.161 I & II 53,55 Tidak Sesuai 

2024 7.913 IV 7.202 I, II, III, IV, V, VI 91,03 
Sebagian 

Sesuai 

2025 4.876 V 5.138 IV, V, VIII 94,89 
Sebagian 

Sesuai 

2026 10.856 VI 11.800 IV, V, VI 92,00 
Sebagian 

Sesuai 

Rata-rata 72,96 
Sebagian 

Sesuai 

Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKT) > 50 % s.d 
90 % sesuai dengan dokumen Rencana jangka panjang 

c
. 

Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 
5%) 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Batas blok RKT di lapangan sebagian besar berupa jalan dan alur, penataan 
batas blok dan petak yang dilakukan berupa pemasangan plang RKT dan 
pemasangan identitas compartment. Berdasarkan hasil observasi pada Blok 
RKT Tahun 2025 dan 2026 dengan intensitas sampling 5 % menunjukkan tanda 
batas Blok dan petak pada Blok RKT seluruhnya terlihat dengan jelas di 
lapangan. 

d
. 

Verifier 2.1.4 : Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) / Dokumen Perencanaan Proyek 
(DPP) Perubahan Iklim bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan 
usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon 
melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPKH melaksanakan 
jenis kegiatan usaha jasling penyerapan dan penyimpanan karbon (Not 
Applicable bagi yang tidak melaksanakan) 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Sesuai rencana pemanfaatan hutan dalam RKUPH, PT Silva Rimba Lestari 
merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa 
penyerapan dan penyimpanan karbon. PT Silva Rimba Lestari telah menyusun 
dokumen yang memuat rencana aksi mitigasi perubahan iklim dan telah 
memiliki personel pendukung yang berkompeten sebagai berikut : 
a. Dokumen Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 
b. Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi  
c. Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GanisPH) Pemanfaatan Jasa 

Lingkungan Karbon a.n Egi Prayoga, No. Reg. 25260021757, Persetujuan 
penugasan GanisPH dari BPHL Wil. XIII No. 130226048 tanggal 11 
Februari 2026, Penempatan GanisPH dari PT Silva Rimba Lestari No. 
133429863012 tanggal 12 Februari 2026 

PT Silva Rimba Lestari memiliki dokumen RKUPH Multiusaha Kehutanan dan 
telah menyusun dokumen yang memuat rencana aksi mitigasi perubahan iklim 
namun belum dituangkan dalam bentuk DRAM / DPP. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: 12 / 15 x 100 % = 80,00 % SEDANG ( 2 ) 

 

2. Indikator 2.2 : Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,  pemanfaatan 
kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan 

a. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi  pemanfaatan hutan  (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa 
lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Kegiatan ITSP dilakukan dengan intensitas sampling 100 % sesuai ketentuan, 
sementara kegiatan PHI dilakukan dengan intensitas sampling 1-2% atau < 5% 
sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran X 
PermenLHK No. 8 Tahun 2021. 
Hasil observasi di lapangan pada plot PHI Plot A03 Comp. TBC029, Plot A03 
Comp. TBB019 dan Plot D01 Comp. KJC232 menunjukkan bahwa sebagian 
besar pengukuran telah sesuai antara tally sheet yang dibuat dengan uji petik 
pengukuran yang dilakukan, namun demikian, terdapat sebagian tally sheet 
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tidak sesuai dimana diameter tanaman lebih kecil dari hasil tally PHI saat 
dilakukan uji petik pengukuran, hal ini dapat disebabkan oleh penggunaan alat 
ukur yang tidak standar, perbedaan tinggi pengukuran dan/atau kurang telitinya 
personel saat melakukan PHI 

b. Verifier 2.2.2 : Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Untuk mengetahui daya dukung kegiatan usahanya, PT Silva Rimba Lestari 
telah melakukan pengukuran dan analisis riap dengan cara membuat 
Permanent Sampling Plot (PSP)  guna mendapatkan data pertumbuhan riap 
tegakan serta volume jatah tebang tahunannya.  
Pengukuran PSP dilakukan pertama kali pada tahun 2013 dan terus dilakukan 
secara berkala sampai dengan saat ini serta telah digunakan sebagai dasar 
penentuan daur rencana panen dalam RKUPH. 
Namun demikian implementasi realisasi maupun rencana pemanenan kayu 
budidaya sebagian tidak sesuai dengan daur tanaman dimana terdapat 
tanaman dipanen kurang dari daur (karet) atau lebih dari daur (akasia & 
ecalyptus) 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: 6 / 9 x 100 % = 66,67 % SEDANG ( 2 ) 

 

3. Indikator 2.3 : Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin 
kelestarian hutan 

a. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Silva Rimba Lestari telah menyusun SOP THPB untuk kegiatan usaha 
pemanfaatan hutannya. Hasil telaah terhadap kesesuaian isi SOP terhadap 
prinsip / pedoman serta pemanfaatan hutan yang dijalankan menunjukkan 
bahwa SOP telah sesuai dengan Pemenuhan Prinsip / Pedoman yang tercantum 
dalam PermenLHK No. 8 Tahun 2021 lampiran X terkait sistem silvikultur THPB 
dan telah sesuai dengan pemanfaatan hutan yang dijalankan 

b. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Silva Rimba Lestari telah mengimplementasikan tahapan kegiatan usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu namun sebagian implementasinya belum sesuai 
prosedur / prinsip sistem silvikultur THPB yaitu :  
- Risalah Hutan : Intensitas sampling kegiatan PHI sebesar 1-2% masih 

kurang dari 5%, sebagian uji petik pengukuran diameter tanaman di 
lapangan menunjukkan hasil lebih kecil dari tallysheet yang dibuat 

- Pemanenan : realisasi maupun rencana pemanenan sebagian tidak sesuai 
dengan daur tanaman dimana terdapat tanaman dipanen kurang dari daur 
(karet) dan lebih dari daur (akasia & ecalyptus) 
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c. Verifier 2.3.3 : Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam 
menjamin kelestarian hutan 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Selama periode tahun 2021 s.d 2025 PT Silva Rimba Lestari tercatat 
melaksanakan kegiatan penanaman pada tahun 2023, 2024 dan 2025 
dengan jenis tanaman akasia dan eucalyptus sementara pada tahun 2021 
dan 2022 tidak terdapat realisasi kegiatan penanaman.  

b) Pencapaian penanaman selama tahun 2021 s.d 2025 adalah sebagai berikut : 

RKT 
Tahun 

 Rencana (Ha) Realisasi (Ha) % 

LOA TK  / 
Semak  

HT Total LOA TK  / 
Semak 

HT Total  

2021 1.011 0 0 1.011 0 0 0 0 0 

2022 2.805 0 3.152 5.957 0 0 0 0 0 

2023 0 0 5.161 5.161 0 23 0 23 0,46 

2024 0 3.769 3.433 7.202 0 356 802 1.159 16,09 

2025 0 4.412 726 5.138 0 860 724 1.585 30,85 

c) Realisasi penanaman dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai 
ketentuan standar teknis dan rata-rata selama periode audit dilaksanakan 
sebesar  9,48 % atau < 50 % dari RKTPH 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.3 

: 9 / 15 x 100 % = 60,00 % SEDANG ( 2 ) 

 

4. Indikator 
2.4 

: Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 
pemanfaatan hutan 

a. Verifier 
2.4.1 

: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha 
pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari telah memiliki prosedur perapan teknologi ramah 
lingkungan berupa SOP Micro Planning dengan No. Dokumen 
SRL/SOP/PLG/007 Rev. 0 tanggal 17 Oktober 2022 dan SOP Penerapan 
Teknologi Ramah Lingkungan dengan No. Dokumen SRL/SOP/WS/002 Rev. 0 
tanggal 17 Oktober 2022 dimana telah mencakup isi pedoman dalam Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, khususnya 
pada Lampiran XIV terkait pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak 
rendah / reduced impact logging  

b. Verifier 
2.4.2 

: Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi di lapangan pada blok RKT Tahun 
2025 dan 2026, kesesuaian implementasi kegiatan usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu dengan pembalakan ramah lingkungan sebagai berikut : 

No. Tahapan Implementasi di lapangan Kesesuaian 

1. Perencanaan  Telah dibuat peta kerja untuk areal yang 
akan dikerjakan 

Sesuai 

Telah dilakukan penandaan batas area 
pemanenan / penyiapan lahan tanpa 
bakar berupa pemasangan pita pada 
tegakan sehingga areal konservasi 
maupun compartment lainnya tidak 
terganggu oleh aktivitas  

Sesuai 

2. Pelaksanaan  Kegiatan pembukaan lahan pada areal 
non hutan dilakukan tanpa melakukan 
pembakaran, baik secara manual 
maupun mekanis 

Sesuai 

Realisasi maupun rencana pemanenan 
kayu budidaya sebagian tidak sesuai 
dengan daur tanaman dimana terdapat 
tanaman dipanen kurang dari daur 
(karet) atau lebih dari daur (akasia & 
ecalyptus) 

Tidak 
Sesuai 

3. Pasca 
Kegiatan 

Telah dibuat jalur bersih untuk 
penanaman dan jalur kotor atau sebar 
seresah (spreading) untuk sisa kayu 
yang tidak dimanfaatkan serta parit 
drainase sebagai pengontrol tinggi muka 
air tanah di compartment tanam 

Sesuai 

Sebagian besar kayu karet dari kegiatan 
pemanenan di tahun 2024 & 2025 tidak 
dimanfaatkan sebagaimana mestinya 
sehingga menjadi lapuk dan berpotensi 
melepaskan emisi karbon (CH4) lebih 
banyak dari yang seharusnya 

Tidak 
Sesuai 

 

c. Verifier 
2.4.3 

: Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact 
Logging/RIL) dalam  kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber 
daya hutan (biofisik) 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Silva Rimba Lestari menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hutan 
dengan sistem silvikultur THPB. Tingkat kerusakan sumber daya hutan dapat 
diukur dengan menghitung keterbukaan areal pada areal efektif yang 
dilakukan land clearing / penyiapan lahan hutan tanaman. 

b) Keterbukaan areal efektif selama periode tahun 2021 s.d 2025 adalah 
sebagai berikut :  
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 Areal Efektif (Areal Hutan Tanaman & Areal LOA / Tanah Kosong / 
Semak yang dilakukan land clearing / penyiapan lahan) 

Areal 
Efektif 

2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Luas 
(Ha) 

0 3.151,70 3.449,90 4.098,81 1.316,69 12.017,10 

 Areal Terbuka 

Areal 
Terbuka 

2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Areal 
Belum 
Tertanam 
(Ha) 

0 0 0 0 49,13 49,13 

Jalan (Ha) 76,71 147,79 98,53 175,80 178,69 677,5
3 

 Sarpras 
(Ha) 

0 0 0,1 12,9 6,2 19,20 

Total Areal Terbuka 745,8
6 

 Persentase Keterbukaan Areal (%) 
Areal Terbuka / Areal Efektif = 745,86 / 12.017,10 = 6,21 % atau < 20 %  

Nilai Kinerja 
Indikator 2.4 

: 13 / 15 x 100 % = 86,67 % BAIK ( 3 ) 

 

5. Indikator 
2.5 

: Kesesuaian RKUPH / RPKH dengan RKTPH / RTT serta realisasi produksi 
barang atau jasa yang menjamin usaha pemanfaatan hutan 

a. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH  disusun berdasarkan  hasil inventarisasi sesuai dengan 
ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit PT Silva Rimba Lestari telah menerbitkan dokumen RKT 
setiap tahunnya. Seluruh RKT yang diterbitkan telah lengkap meliputi SK RKT, 
Dokumen RKT dan Peta RKT. Dokumen RKT selamaa periode audit disusun 
sesuai dengan hasil ITSP dan/atau PHI  dengan rincian sebagai berikut :  

RKT  Surat Keputusan Rencana Kegiatan 
Produksi 

2021 Keputusan Direktur Utama PT Silva 
Rimba Lestari No. SK.001/DIR/RKT-
SRL/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 
tentang Persetujuan RKTUPHHK-HTI 
Tahun 2021  

Land Clearing Kayu 
Tumbuh Alami untuk 
penyiapan lahan HT 

dan PWH 

2022 Keputusan Direktur Utama PT Silva 
Rimba Lestari No. SK.001/DIR/RKT-

Land Clearing Kayu 
Tumbuh Alami untuk 
penyiapan lahan HT, 
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SRL/I/2022 tanggal 31 Desember 2021 
tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2022 

PWH dan Pemanenan 
Kayu Budidaya HT 

2023 Keputusan Direktur Utama PT Silva 
Rimba Lestari No. SK.001/DIR/RKT-
SRL/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 
tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2023 
dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 

PWH dan Pemanenan 
Kayu Budidaya HT 

2023 
Revisi 

 

Keputusan Direktur Utama PT Silva 
Rimba Lestari No. SK.002/DIR/RKT-
SRL/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 
tentang Persetujuan Perubahan 
Rencana RKTPH Tahun 2023  
Penyebab Revisi : Penambahan luas 
rencana penyiapan lahan dan 
penanaman 

PWH dan Pemanenan 
Kayu Budidaya HT 

2024 Keputusan Direktur Utama PT Silva 
Rimba Lestari No. SK-001/DIR/RKT-
SRL/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 
tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2024 

Pemanenan Kayu 
Budidaya HT 

2025 Keputusan Direktur Utama PT Silva 
Rimba Lestari No. SK.001/DIR/RKT-
SRL/V?2025 tanggal 26 Mei 2025 
tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2025 

Pemanenan Kayu 
Budidaya HT 

2025 
Revisi 

Keputusan Direktur Utama PT Silva 
Rimba Lestari No. SK.002/DIR/RKT-
SRL/XII/2025 tanggal 16 Desember 
2025 tentang Persetujuan Perubahan 
RKTPH Tahun 2025 
Penyebab Revisi : Perubahan rencana 
produksi dan penanaman  

Pemanenan Kayu 
Budidaya HT 

2026 Keputusan Direktur Utama PT Silva 
Rimba Lestari No. SK.001/DIR/RKT-
SRL/I/2026 tanggal 6 Januari 2026 
tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2026 

Pemanenan Kayu 
Budidaya HT 

Berdasarkan telaah pada dokumen RKT yang diterbitkan, pada dokumen RKTPH 
Revisi Tahun 2023 terdapat penambahan luas rencana penanaman pada areal 
hutan tanaman, namun demikian tidak disertai dengan penambahan luas rencana 
pemanenan, hal ini dapat terjadi dikarenakan kesalahan input data rencana 
penanaman dimana seharusnya penambahan luas penanaman direncanakan 
pada areal semak belukar atau tanah kosong namun terinput pada areal hutan 
tanaman, hal ini diperkuat dengan data realisasi penanaman tahun 2023 yang 
dilaksanakan pada areal semak belukar atau tanah kosong.    

b. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Silva Rimba Lestari telah sesuai dengan 
peta RKTPH namun demikian sebagian besar tidak memperhatikan keberadaan 
kawasan yang dilindungi seperti kawasan lindung sempadan sungai, KPPN dan 
KPSL, peta kerja hanya fokus menggambarkan areal kerjanya saja 

c. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan 
usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Penandaan batas blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT Silva Rimba Lestari 
telah dilakukan pada setiap blok RKT berupa pembuatan plang RKT dan 
pemasangan patok / identitas compartment, sebagian besar batas compartment 
berupa jalan atau alur. Penandaan juga telah dibuat pada kawasan lindung 
seperti pemasangan plang, pamasangan patok dan polet x warna merah pada 
batas kawasan lindung dan menunjukkan kesesuain dengan peta kerja 

d. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka 
pendek  

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit PBPH PT Silva Rimba Lestari menyusun rencana produksi 
meliputi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami untuk penyiapan 
lahan hutan tanaman, pembukaan wilayah hutan dan pemanfaatan kayu 
budidaya hutan tanaman. Pencapaian realisasi produksi selama tahun 2021 s.d 
2025 adalah sebagai berikut : 

RKT Rencana (m3) Realisasi (m3) (%) 

LOA PWH HT Total LOA PWH HT Total 

2021 52.823 8.275 0 61.098 0 0 0 0 0 

2022 141.409 8.275 252.142 401.826 0 0 0 0 0 

2023 0 330 397.368 397.698 0 0 0 0 0 

2024 0 0 32.658 32.658 0 0 2.596 2.596 7,95  

2025 0 0 36.265 36.265 0 0 4.952 4.952 13,66 

Rata-rata Pencapaian 4,32 

Selama periode 2021 – 2025 PT Silva Rimba Lestari hanya melakukan produksi 
pada tahun 2024 dan 2025 dengan jenis tanaman yang diproduksi adalah jenis 
karet seluruhnya. Berdasarkan observasi di lapangan, tanaman karet yang 
dipanen merupakan tanaman pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) 
yang belum cukup daur, hal ini disebabkan oleh adanya perubahan arah 
pembangunan hutan tanaman kedepan dan telah adanya persetujuan oleh 
masyarakat. 
Rata-rata realisasi pencapaian produksi selama periode 2021 s.d  2025 sebesar 
4,32 % atau < 50 % dari volume produksi yang direncanakan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: 12 / 18 x 100 % = 66,67 % SEDANG ( 2 ) 
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6
. 

Indikator 
2.6 

: Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan 
produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban 
membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan 

a
. 

Verifier 
2.6.1 

: Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan 
keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)  

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Silva Rimba Lestari memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor 
independen kantor akuntan publik selama periode audit Tahun 2021 – 2024. Hasil 
Analisis Kondisi Kemampuan Finansial PT Silva Rimba Lestari berdasarkan 
neraca keuangan dan laporan laba rugi yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik 
diperoleh hasil bahwa seluruh opini / pendapat / catatan kantor akuntan publik 
terhadap laporan keuangan selama periode Tahun 2021 - 2024 adalah wajar 
dengan parameter : Solvabilitas > 150 %, Liquiditas > 150 %,  dan Profitabilitas 
Positif 

b
. 

Verifier 
2.6.2 

: Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Silva Rimba Lestari memiliki laporan rencana kerja dan anggaran perusahaan 
(RKAP) periode tahun 2021 s.d 2025 yang telah ditandatangani oleh District Head 
dan dibubuhkan stempel Perusahaan. Rata-rata alokasi dana selama periode 
tahun 2021 s.d 2025 untuk seluruh bidang kegiatan proposional, perbedaan 
sebesar 18,31 % atau < 20 % 

c. Verifier 
2.6.3 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan 
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan 
publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan 
ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS) 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Rata-rata realisasi alokasi dana tahun 2021 s.d 2025 berdasarkan RKAP yang 
disusun meliputi kegiatan perencanaan, penanaman, pemeliharaan tanaman, 
bina hutan & pengendalian kebakaran, pemanenan, pemenuhan kewajiban 
kepada negara, pemenuhan kewajiban kepada lingkungan & sosial, 
pembangunan sarana prasarana, penelitian dan administrasi & umum mencukupi 
94,59 % dari kebutuhan 

d
. 

Verifier 
2.6.4 

: Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan) 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Rata-rata pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan selama periode tahun 
2021 s.d 2025 mencapai 89,25 %, namun demikian berdasarkan realisasi 
kegiatan teknis kehutanan di lapangan seperti pemanenan dan penanaman, 
selama periode tahun 2021 s.d 2025 rata-rata pencapaian volume pemanenan 
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hanya 4,32 % sementara penanaman hanya 9,48 % sehingga disimpulkan bahwa 
realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak sesuai dengan output 
kegiatan di lapangan 

e
. 

Verifier 
2.6.5 

: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Rata – rata realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan selama periode 
tahun 2021 s.d 2025 mencapai 91,01 %, namun demikian berdasarkan realisasi 
kegiatan penanaman di lapangan, selama periode tahun 2021 s.d 2025 rata-rata 
pencapaian kegiatan penanaman hanya 9,48 % sehingga tidak sesuai dengan 
capaian anggaran dana yang direalisasikan 

f. Verifier 
2.6.6 

: Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian 
yang membidangi keuangan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Silva Rimba Lestari memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor 
independen kantor akuntan publik dengan laporan terakhir yaitu periode Tahun 
2024, yaitu : Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 
dan laporan auditor independen No. 00039/3.0010/AU.1/01/0379-2/1/III/2026 
tanggal 2 Maret 2026 oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia & Richard.   
Kemampuan finansial PT Silva Rimba Lestari terkait kewajiban membayar pajak 
sesuai peraturan selama periode audit ditunjukkan dengan beberapa realisasi 
pembayaran pajak yang telah disetor / dilaporkan sebagai berikut : 
a) Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2025  

PT Silva Rimba Lestari telah membayar Pajak Bumi Bangunan, dengan bukti 
pembayaran berupa print out transaction report bill payment tanggal 21 
November 2025 yang dicetak oleh bank sejumlah nominal  yang tercantum 
dalam SPPT tertanggal 5 Juni 2025 a.n wajib pajak Silva Rimba Lestari  

b) Pajak Penghasilan (PPh) Perusahaan  
Sesuai laporan keuangan terakhir dari Kantor Akuntan Publik, PT Silva Rimba 
Lestari tercatat memiliki utang PPh Pasal 4 (2) dan Pasal 23. Telah 
ditunjukkan bukti pelunasannya berupa bukti setoran penerimaan pajak yang 
dicetak oleh bank tertanggal 9 Januari 2025  a.n wajib pajak Silva Rimba 
Lestari sejumlah nominal yang diwajibkan. 

c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perusahaan  
Sesuai laporan keuangan terakhir dari Kantor Akuntan Publik, PT Silva Rimba 
Lestari tercatat telah melakukan pembayaran PPN di muka dan tidak memiliki 
utang PPN (NIHIL), sehingga disimpulkan bahwa PT Silva Rimba Lestari 
telah membayar kewajiban PPN sesuai dengan peraturan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa PT Silva Rimba Lestari 
telah membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang 
membidangi keuangan  

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: 26 / 30 x 100 % = 86,67 % BAIK ( 3 ) 
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C. Aspek EKOLOGI 
 

1. Indikator 3.1 : Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal 
Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) 

a. Verifier 3.1.1 : Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen 
perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari (SRL) telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam 
areal kerja PBPH melalui SK Direktur No. 002/ DIR/KL-SRL/XI/2025 tentang Penetapan 
Kawasan Lindung PT SRL, meliputi : 

No. Jenis Kawasan Lindung 

Luas Kawasan Lindung (Hektar) 

AMDAL 
2019 

RKUPHHK-
HTI Tahun 

2020 
Periode 
2021 – 
2030 

SK 
Direksi 
No. 002/ 

2021 

RKUPH 
Perubahan 

Periode 
Tahun 

2021-2030 

SK 
Direksi 
Tahun 
2025 

1 Kawasan Sempadan Sungai 1.310 1.310 1.310 1.299 1.299 

2 KPPN 5.631 5.628 5.628 5.630 5.630 

3 KPSL 2.355 2.355 2.355 2.355 2.355 

4 Bz. Hutan Lindung 1.104 1.101 1.101 1.101 1.101 

5 KL Hutan Rawa 1.253 2.235 2.235 682 682 

 Total 11.653 12.629 12.629 11.067 11.067 

Sesuai dengan jenis dan luasan kawasan lindung pada dokumen Perubahan RKUPH PBPH 
Tahun 2024 Periode Tahun 2021 – 2030. 

PBPH PT SRL telah memilki laporan hasil identifikasi ABKT/ HCV tahun 2023 

b. Verifier 3.1.2 : Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas 
dikenali) dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasar dokumen realisasi penataan batas, pelaksanaan penataan batas kawasan lindung 
dimulai sejak tahun 2011. Akumulasi penataan batas sampai dengan tahun 2020 mencapai 
310,58 km. Pada tahun 2021 sampai dengan 2026 PT SRL tidak melakukan penataan batas 
kawasan lindung yang baru. Penataan batas kawasan lindung terakhir yang dilakukan PT SRL 
yaitu pada kawasan lindung Sempadan Sungai Seq di Blok RKT 2024 berupa pemeliharaan 
tanda batas. Dengan demikian realisasi penandaan batas kawasan lindung hingga saat ini 
mencapai 310,58 km (75,24%) dari total rencana yang harus ditata batas yaitu 412,76 km 
Adapun rincian yang telah dilakukan penandaan batas adalah sebagai berikut : yaitu 
diantaranya : 

No Jenis Kawasan Lindung 

Total 
Panjang 

Batas 
(km) 

Realisasi Penataan Batas KL (km) % Tata 
Batas 
(km) s/d 2020 2021-2026 Total 

1 Kawasan Sempadan Sungai 292,94 244,53 - 244,53 83,47 % 

2 KPPN 47,25 27,85 - 27,85 58,94 % 

3 KPSL 16,21 9,60 - 9,60 59,22 % 

4 Bz. Hutan Lindung 24,00 24,00 - 24,00 100 % 

5 KL Hutan Rawa 32,36 4,60 - 4,60 14,22 % 
 Total 412,76 310,58 - 310,58 75,24 % 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 27 dari 68 
 

Berdasarkan hasil uji petik di lapangan pada Sempadan Sungai Nyak dijumpai penandaan 
berupa papan nama, patok sempadan sungai dengan warna putih-merah serta ditemukan 
polet silang warna merah pada pohon di koordinat N 0˚12’ 51” dan E 116˚3’ 0”. 

PT SRL telah memiliki laporan atau data/ informasi hasil identifikasi Areal 
Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) tahun 2023 di dalam areal PBPH PT SRL 
dan telah melakukan deliniasi ABKT di dalam peta dengan skala 1 : 250.000 

c. Verifier 3.1.3 : Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil overlay terhadap peta kawasan lindung dengan  Peta 
Penafsiran Citra Satelit terbaru tahun 2025 dengan skala 1 : 250.000 
(Sumber: Citra Sentinel-2A RGB Liputan tanggal 18 Juni hingga 18 Agustus 
2025). Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung, kondisi 
kawasan lindung yang masih berhutan mencapai 8.967 ha (81,02 %) atau 
mencapai ≥80%  dari total luas kawasan lindung 11.067 ha, dengan rincian 
seperti tabel berikut : 

No 
Kawasan 

Yang 
Dilindungi 

Total 
Luas 

Penutupan Lahan (Ha) 
%  
 Berhutan Perkebunan 

& Pertanian 
Semak 
Belukar 

Tidak 
Bervegetasi 

Total 

1 Kawasan 
Sempadan 
Sungai 

1.299 440 0 831 28 1.299 33,87 

2 KPPN 5.630 5.074 0 555 1 5.630 90,12 

3 KPSL 2.355 2.355 0 0 0 2.355 100 

4 Bz. Hutan 
Lindung 

1.101 1.081 0 5 15 1.101 98,18 

5 KL Hutan 
Rawa 

682 
17 215 450 

0 682 
2,49 

Jumlah 11.067 8.967 215 1.841 44 11.067 81,02 

. 

d. Verifier 3.1.4 : Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain 
gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI : Not Applicable (N/A) 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Berdasar dokumen Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok 
Karbon Tinggi (SKT) Terpadu di Areal PT SRL Kabupaten Kutai Kartanegara 
Provinsi Kaltim April 2023, jenis tanah yang ada di areal ini berupa tanah 
mineral yaitu Tropohemist, Tropofibrists, Fluvaquents, Tropaquents, 
Tropohemist, Tropudults, Tropaquepts, Rendolls, Eutropepts, Tropotolists, 
Placaquods, Tropopsaments, Dystropepts, Tropaquults, Paleudult, Tropodults, 
Tropaquepts, Tropofluvents, Fluvaquents dan Fluvaquents..  Dengan demikian 
tidak terdapat jenis/ekosistem tanah gambut. Dengan demikian verifier ini 
tidak diterapkan (Not Applicable). 

e. Verifier 3.1.5 : Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi data overlay antara peta kawasan lindung dan 
peta citra satelit tahun 2025, diperoleh data luasan 215 Ha pada kawasan 
lindung Hutan Rawa terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan berupa 
perkebunan Kelapa Sawit.yaitu  pada pada areal Hutan Rawa dapat dijumpai 
kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, yaitu berupa perkebunan Kelapa Sawit 
oleh Masyarakat pada koordinat lokasi 0o 9’ 9” N dan 116o 15’ 34” E.. 
PBPH PT SRL memiliki upaya penyelesaian yang terdokumentasi yaitu telah 
melakukan melalui upaya sosialisasi kepada masyarakat, terkait keberadaan 
kawasan lindung dan  larangan melakukan aktifitas yang tidak sesuai 
ketentuan. Sosialisasi yang dilakukan oleh PT SRL telah terdokumentasi, 
namun upaya yang dilakukan belum sampai pada tahap pembuatan Nota 
Kesepahaman Kerjasama (NKK). 
 

f. Verifier 3.1.6 : Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL 
dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Pada periode audit Resertifikasi diverifikasi implementasi kegiatan 
pengelolaan kawasan lindung diantaranya : 
1) Penandaan/ pemeliharaan batas kawasan lindung telah mencapai 310,58 

km (75,24%) dari rencana 412,76 km;  
2) Pemasangan plang himbauan dilarang membakar hutan, berburu satwa 

liar di areal Kawasan lindung 
3) Melakukan patroli pengamanan dan perlindungan di kawasan lindung 

dilakukan oleh team perlindungan dan pengamanan hutan dan tertuang di 
dalam form  laporan perlindungan dan pengamanan hutan. 

4) Pemantauan flora dan fauna. 
Selama periode audit PT SRL telah membuat laporan pengelolaan kawasan 
lindung yang tertuang dalam Laporan Semester Pelaksanaan Pengelolaan 
dan Pemantauan Lingkungan, dengan rincian sebagai berikut : 

No Periode 
Keberadaan 

Waktu Pelaporan 
Tata Waktu Berdasar 

P.8/2021 Ada Tidak 
Ada 

1 Semester I Tahun 2021 √  21 Oktober 2021 Tidak sesuai tata waktu 

2 Semester II Tahun 2021 √  23 Desember 2022 Tidak sesuai tata waktu 

3 Semester I Tahun 2022 √  4 Agustus 2022 Tidak sesuai tata waktu 

4 Semester II Tahun 2022 √  22 Mei 2023 Tidak sesuai tata waktu 

5 Semester I Tahun 2023 √  8 Februari 2024 Tidak sesuai tata waktu 

6 Semester II Tahun 2023 √  8 Februari 2024 Tidak sesuai tata waktu 

7 Semester I Tahun 2024 √  16 Maret 2025 Tidak sesuai tata waktu 

8 Semester II Tahun 2024 √  3 Februari 2025 Tidak sesuai tata waktu 

9 Semester I Tahun 2025 √  21 September 2025 Tidak sesuai tata waktu 

10 Semester II Tahun 2025 √  12 Januari 2026 Sesuai tata waktu 

Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan periode 
Semester II Tahun 2019 sampai dengan semester I Tahun 2025 telah 
disampaikan ke instansi terkait secara on line dan off line, namun dari bukti 
tanda terima/ penyampaian diketahui belum secara konsisten sesuai tata 
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waktu yang ditentukan melalui Permen LHK No. P.8 Tahun 2021, yaitu 
penyampaian paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 

: (18/21) x 100% = 85,71% = BAIK 

2. Indikator 3.2 : Perlindungan dan pengamanan hutan 

a. Verifier 3.2.1 : Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis 
gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau 
penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau 
jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SRL telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam 
areal PBPH, yaitu sebagai berikut : 

No Jenis Gangguan Hutan Prosedur 

1. - Illegal Logging,  
- Perambahan Lahan,  
- Perburuan Satwa 

Liar, 
- Pertambangan 

Tanpa Ijin 
- Penggembalaan Liar 
- Penangkapan Ikan 

dengan Racun/ 
Listrik/ Bahan 
Peledak 

SOP Perlindungan Hutan, No. SRL/SOP/HSE/020, 
Tanggal Terbit 17 Oktober 2022.  

2. Kebakaran Hutan  SOP Analisa Kebakaran Hutan dan Lahan No. 
SRL/SOP/FPOM/001, Tanggal terbit 17 Oktober 2022 

 SOP Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan No. 
SRL/SOP/FPOM/002, Tanggal Terbit 17 Oktober 2022. 

 SOP Persiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan 
No. SRL/SOP/FPOM/003, Tanggal Terbit 17 Oktober 
2022. 

 SOP Respon Kebakaran Hutan dan Lahan No. 
SRL/SOP/FPOM/004, Tanggal Terbit 17 Oktober 2022. 

 SOP Pengelolaan Kebakaran Pasca Kebakaran No. 
SRL/SOP/FPOM/005, Tanggal Terbit 17 Oktober 2022. 

3. Hama dan Penyakit 
Tanaman 

 SOP Monitoring, Pencegahan dan Pengendalian Hama 
dan Penyakit Tanaman di Nursery No. , 
SRL/SOP/R&D/001, Tanggal Terbit : 17 Oktober 2022.  

 SOP Monitoring, Pencegahan dan Pengendalian Hama 
dan Penyakit Tanaman di Plantation, No. 
SRL/SOP/R&D/002, Tanggal Terbit : 17 Oktober 2022.  

 IK Monitoring Tingkat Serangan HPT di Plantation No. 
SRL/IK/R&D/004, Tanggal Terbit : 17 Oktober 2022. 

 IK Pelaporan dan Verifikasi Serangan HPT di 
Plantation No. SRL/IK/R&D/005, Tanggal Terbit : 17 
Oktober 2022. 

 IK Pengendalian Serangan HPT di Areal Plantation No. 
SRL/IK/R&D/006, Tanggal Terbit : 17 Oktober 2022. 

Dengan demikian dari hasil telaah dokumen prosedur penanggulangan 
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gangguan yang ada, dapat diketahui PT SRL telah menyusun Prosedur dan 
Instruksi Kerja perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki dan 
terdokumentasi telah lengkap untuk seluruh gangguan yang teridentifikasi 
dan telah mengacu pada pedoman atau ketentuan yang berlaku., diantaranya 
prosedur telah menggunakan acuan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 
Tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Hutan.. 

b. Verifier 3.2.2 : Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai 
ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan 
hutan yang dimiliki oleh PT SRL, sebagai berikut : 
1) PT SRL memiliki SARPRA DALKARHUTLA mencapai 100% berdasarkan 

Permen LHK No. P.32/2016, sesuai kebutuhan dan seluruhnya berfungsi 
dengan baik.  

2) PT SRL telah memiliki SARPRA Perlindungan Hutan (Pamhut) sesuai 
kebutuhan dan seluruhnya berfungsi dengan baik. 

3) PT SRL telah memiliki SARPRA Pengendalian HPT sesuai kebutuhan dan 
seluruhnya berfungsi dengan baik 

Dengan demikian sarana prasarana DALKARHUTLA telah mencapai 100% 
baik jumlah maupun jenis berdasarkan Permen LHK No. P.32/2016, serta 
terdapat sarana prasarana perlindungan dan pengamanan dari gangguan-
gangguan hutan yang dimiliki oleh PBPH PT SRL baik jenis maupun jumlah 
pada masing- masing gangguan ketersediaannya sesuai dengan ketentuan 
dan kebutuhan serta seluruhnya berfungsi dengan baik. 

c. Verifier 3.2.3 : Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan 
pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Silva Rimba 
Lestari saat ini, terdiri dari : 

a) Satpam/Security : Ketersediaan personil satpam/ security mengacu pada SK Menhut 
Nomor: 523/Kpts-II/93, dengan jumlah anggota Pamhut yaitu 1 (satu) orang untuk 3.000 
s.d. 6.000 ha, sehingga dengan luas areal ±88.000 ha, PT SRL wajib memiliki minimal 15 
(lima belas) orang anggota pamhut/security. PT SRL memiliki  satpam/security meliputi 30 
personil dan  10 diantaranya telah memiliki kualifikasi atau sertifikat pelatihan serta 18 
personil telah mengikuti in house training yang diselenggarakan oleh PT SRL 

b) Regu DALKARHUTLA : Dengan luasan PT SRL adalah ± 88.000 Ha, sehingga PT SRL 
wajib menyediakan Regu Inti Pengendali Kebakaran Hutan sekurang-kurangnya 5 (lima) 
regu inti. dan pada pasal 32 ayat 1  jumlah personil per regu sekurang-kurangnya terdiri dari 
1 (satu) orang kepala regu dan 14 (empat belas) orang anggota brigdalkarhutla. Regu 
DALKARHUTLA PT SRL 

c) Regu Pendukung : Berdasarkan PermenLHK Nomor: 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, setiap Karyawan wajib direkrut sebagai anggota 
REGU PENDUKUNG Pengendali Kebakaran Hutan.  Berdasarkan Struktur Organisasi 
Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan  PT SRL diketahui telah dibentuk regu 
pendukung yang anggotanya mencakup seluruh karyawan diluar regu inti 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 31 dari 68 
 

d) Regu Perbantuan (Masyarakat Peduli Api) : Berdasarkan PermenLHK Nomor: 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, Paragraf 3, Pasal 40 : “setiap anggota masyarakat 
binaan wajib direkrut sebagai Regu Perbantuan Pengendalian Kebakaran Hutan”.  
Berdasarkan Struktur Organisasi Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan  PT SRL 
diketahui telah dibentuk regu perbantuan yang anggotanya mencakup 4 (empat) regu 
MPA dari desa binaan, yaitu MPA Desa Kembang Janggut dan MPA Desa Muara Ritan 

SDM perlindungan hutan PT SRL telah menggunakan teknologi dalam perlindungan hutan 
dengan memanfaatkan website hotspot SiPONGI dalam pemantauan hotspot dan Drone 
sebagai alat pengecekan lapangan. 

Dengan demikian SDM perlindungan hutan PT SRL telah proporsional dan  
memiliki kualifikasi, serta SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan telah 
memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan kegiatan perlindungan hutan 

d. Verifier 3.2.4 : Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang 
terkait dengan : 
1) Tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa 

sosialisasi secara langsung kepada Masyarakat dan penyediaan prosedur terkait 
perlindungan dan pengamanan hutan dari gangguan-gangguan hutan seperti kebakaran 
hutan dan lahan, Perambahan hutan, illegal logging dan perburuan satwa;  

2) Tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa 
1) Penempatan pos security; 2) Penyediaan anggota SDM Perlindungan Hutan 3) 
Penyediaan sarpra perlindungan dan pengamanan hutan; 4) Patroli terhadap gangguan-
gangguan hutan; 5) Memasang plang-plang himbauan seperti larangan berburu, 
menebang pohon, membuka lahan dan membakar lahan di lokasi kawasan lindung dan 
jalan main road. 

3) Tindakan refresif, terdapat bukti : 1) Laporan terkait informasi pengendalian kebakaran 
yang dilaporkan ke instansi terkait; 2) Pengaduan adanya aktifitas yang tidak sesuai 
ketentuan. 

Dari hasil identifikasi gangguan yang terjadi di areal konsesi PT SRL, terdapat 
gangguan berupa perambahan yang dilakukan oleh Masyarakat sekitar yaitu 
seluas 1.548 Ha berupa perkebunan Sawit dan juga terdapat konflik tenurial 
seluas 10.625 Ha, sehingga luas total yang teridentifikasi adanya  gangguan 
mencapai luas 12.173 Ha (14 %) atau masih < 25 % dari total luas areal PT 
SRL yaitu seluas 88.000 Ha 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.2 

: (15/15) x 100% = 100,00%  = BAIK 

3. Indikator 3.3 : Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan 
kimia akibat pemanfaatan hutan 

a. Verifier 3.3.1 : Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari telah memilki SOP pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi : 

No Jenis-jenis Dampak Prosedur 

1. Pemadatan tanah  
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2. Peningkatan Erosi tanah SOP Pemantauan Kepadatan Tanah dan  Pendugaan Erosi 
No. SRL/SOP/HSE/022 Tanggal Terbit 17 Oktober 2022 

3. Penurunan kualitas air  SOP Pemantauan Kualitas Air (terkait di dalamnya, 
pemantauan Debit air, Sedimentasi) No. SRL/SOP/HSE/012 
Tanggal Terbit 17 Oktober 2022 

4. Peningkatan debit air 
sungai 

5. Peningkatan sedimentasi 

6. Limbah B3 - SOP Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Areal Kerja 
No. SRL/SOP/HSE/017 Tanggal Terbit 17 Oktober 2022 

- SOP Pengelolaan B3 No. SRL/SOP/HSE/014 Tanggal 
Terbit 17 Oktober 2022 

- SOP Tanggap Darurat Tumpahan B3 dan LB3 No. 
SRL/SOP/HSE/021 Tanggal Terbit 17 Oktober 2022 

7. Kualitas Udara - SOP Pemantauan Kualitas Udara Ambien dan Pengujian 
Emisi No. SRL/SOP/HSE/018 Tanggal Terbit 17 Oktober 
2022 

PT SRL telah memiliki prosedur yang lengkap terkait pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah 
B3, sesuai dengan dokumen lingkungan ANDAL tahun 2019 dan sesuai 
ketentuan terkait 

b. Verifier 3.3.2 : Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 
yang didukung dengan SDM yang memadai  

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampat fisik dan 
kimia termasuk pengelolaan B3 yang dimiliki PBPH PT SRL saat ini meliputi : 

No. Uraian 
Titik Koordinat 

Keterangan 
N E 

Sarana Pengelolaan  

1 Jembatan 0o 14’ 22” 116o 2’ 43” Untuk mencegah kerusakan 
ekosistem sungai. 

2 Drainase 0o 11’ 8” 116o 5’ 39” Untuk mencegah kerusakan 
struktur jalan akibat genangan air. 

3 Mating-mating 0o 12’ 46” 116o 3’ 11” Untuk penguatan permukaan jalan 

4 TPS Limbah B3 0o 12’ 33” 116o 3’ 7” Sebagai sarana penyimpanan 
sementara limbah B3. Untuk 
mencegah pencemaran lingkungan 
dan membahayakan kesehatan 
manusia. 

5 TPA Limbah 
Domestik 

0o 12’ 49” 116o 3’ 36” Sebagai sarana mencegah 
pencemaran lingkungan dan 
membahayakan kesehatan 
manusia. 

6 Rumah Genset 0o 12’ 28” 116o 3’ 8” Kondisi baik dan jauh dari 
pemukiman 

7 Gudang BBM 0o 12’ 29” 116o 3’ 8” Kondisi baik 

8 Gudang Pupuk 0o 12’ 30” 116o 3’ 8” Kondisi baik 

Pemantauan  

1 Lokasi pengukuran 
Debit Air, Kecepatan 
Aliran Air dan 
pengambilan sampel 

1o 35’ 25” 110o 50’ 10” Baik 
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kualitas air 

2 Plot pemantauan 
erosi pada kawasan 
lindung  

0o 12’ 52” 116o 3’ 4” Baik 

3 Plot pemantauan 
erosi pada areal 
produksi 

0o 13’ 58” 116o 2’44” Baik 

4 Pemantau Iklim 
(AWS) 

0o 12’ 31” 116o 3’ 9” Baik 

5 Ruang Pemantauan 
FDR 

0o 12’ 30” 116o 3’ 9” Baik 

6 Uji Laboratorium 
Kualitas Air, 
Kebisingan dan 
Kualitas Udara 

Ada 2x/ tahun 

 

PT SRL dalam pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan, didukung 
oleh SDM yang kompeten dan proporsional, yaitu : 

No. Nama Kompetensi Berlaku 

1 Aulia Akhiruddin Ganis Binhut 2-10-2025 s/d 14-8-2030 

2 Gunawan Agustejo 
Sukmono 

Manajer Pengolahan LB3 30-8-2025 s/d 29-8-2028 

3 Agung Rolisstyawan, S. 
Hut 

Operator Pengumpulan LB3 1-9-2025 s/d 31-8-2028 

4 Oslen Sitanggang Pengendalian Pencemaran Air 1-9-2025 s/d 31-8-2028 

5 Agus Rianto Pengendalian Pencemaran 
Udara dan Emisi 

1-9-2025 s/d 31-8-2028 

6 Harianto Simangunsong Penanggungjawab 
Pengendalian Pencemaran Air 

30-8-2025 s/d 29-8-2028 

7 Darwin Tampubolon, S.E. Penanggungjawab 
Pengendalian Pencemaran 
Udara 

30-8-2025 s/d 29-8-2028 

Dengan demikian  telah tersedia sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap komponen  fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan dan/atau 
ketentuan terkait dan didukung dengan SDM yang kompeten dalam bidang 
lingkungan serta proporsional 

c. Verifier 3.3.3 : Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik 
dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen 
lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik 
dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilakukan oleh PT SRL. 
Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik 
dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 tidak terekam dengan baik. Dari 
hasil pemantauan uji laboratoriun monitoring kualitas air, diketahui belum 
secara kontinyu dianalisa tiap semesternya untuk mengetahui kondisi 
perkembangan dampak lingkungan yang terjadi. 
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Dengan demikian dari hasil verifikasi, upaya pengelolaan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia pada pemantauan kualitas air permukaan tidak 
terekam dengan baik 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

 (8/12) x 100%  = 66,67% = SEDANG 

4. Indikator 3.4 : Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka 
(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

a. Verifier 3.4.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SRL dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan atau identifikasi flora dan 
fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, 
telah menyusun prosedur pemantauan atau identifikasi flora dan fauna yang 
dilindungi di areal PBPH PT SRL, yaitu berupa : 
a. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Flora Dilindungi No. SRL/SOP/HS/015 

Tanggal Terbit 17 Oktober 2022.  
b. SOP Pengelolaan dan Pemantauan Fauna Dilindungi No. 

SRL/SOP/HS/016 Tanggal Terbit 17 Oktober 2022;  
Dalam prosedur ini dijelaskan bahwa kegiatan pemantauan flora dan fauna 
telah mencakup kegiatan identifikasi terhadap seluruh jenis flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik  
dengan acuan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku yaitu CITES, IUCN dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. P.106/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/2018 serta ketentuan-
ketentuan lain yang berlaku antara lain : 
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. 

SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang 
perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). 

- Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 
tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan 
di luar Kawasan Hutan, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 

- Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 
INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang 
Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar 
di dalam dan di luar Kawasan Hutan 

Permen LHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa 
(penilaian dan klasifikasi satwa, cara penyelamatan jenis satwa, 
penyelamatan satwa secara insitu dan eksitu, dan sebagainya). 

b. Verifier 3.4.2 : Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Pada rentang waktu audit implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna 
tertuang dalam laporan yaitu : 
- Laporan Pemantauan Flora 
- Laporan Pemantauan Fauna/ Satwa Liar 

b) Berdasarkan hasil verifikasi laporan identifikasi tersebut terdapat beberapa yang 
tidak sesuai dengan prosedur terdokumentasi adalah sebagai berikut : 
- Pelaksanaan kegiatan pemantauan flora dan fauna tidak dilakukan pada 

seluruh kawasan lindung.. 
- Hasil inventarisasi tidak selalu di analisa berdasarkan status perlindungan, 

keterancaman dan perdagangannya.. 
- Data hasil identifikasi flora belum mencakup tumbuhan bawah dan pada 

fauna belum dilakukan pengamatan pada kelompok serangga dan ikan 
sesuai prosedur yang dimiliki 

- Belum di buat peta sebaran dan peta homo range dalam pemantauan fauna. 

c. Verifier 3.4.3 : Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SRL telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi 
dan atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) 
dan endemik  melalui  kegiatan identifikasi flora dan fauna di lingkungan areal 
kerja PT SRL khususnya pada sebagian areal kawasan lindung.  Hasil 
identifikasi flora dan fauna dituangkan dalam dokumen Laporan Pemantauan 
Flora dan Fauna. 
Dari hasil telaah dokumen laporan dapat diketahui bahwa informasi hasil 
identifikasi terhadap keberadaan flora dan fauna di areal PT SRL telah 
dilakukan, namun belum kontinyu secara lengkap yaitu berdasarkan status 
perlindungannya, keterancamannya, perdagangannya dan belum dilakukan 
identifikasi pada seluruh jenis pada flora yaitu pada tumbuhan tingkat bawah 
serta pada fauna yaitu belum terdapat pemantauan fauna pada jenis serangga 
dan ikan dan data yang diperoleh belum mencakup areal yang mewakili 
seluruh kawasan lindung. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

 (9/15) x 100% = 60,00% = SEDANG  

5. Indikator 3.5 : Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian 

yang tidak rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau 

jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan 
identifikasi 

a. Verifier 3.5.1 : Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SRL telah menyediakan prosedur dalam kegiatan pengelolaan flora dan 
fauna yang dilindungi, antara lain adalah : 
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1) SOP Pengelolaan dan Pemantauan Flora Dilindungi No. 
SRL/SOP/HS/015 Tanggal Terbit 17 Oktober 2022. 

2) SOP Pengelolaan dan Pemantauan Fauna Dilindungi No. 
SRL/SOP/HS/016 Tanggal Terbit 17 Oktober 2022. 

Dalam prosedur ini dijelaskan bahwa kegiatan pengelolaan flora dan fauna 
dilakukan terhadap seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemic, sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 
CITES Appndix, IUCN Redlist dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 serta 
ketentuan-ketentuan lain yang berlaku. 
Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, 
Endemik dan Dilindungi juga telah disusun berdasarkan peraturan dan/ atau 
acuan referensi terbaru seperti : 

- PerMenLHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 Tentang 
Jenis Tumbuhan Dan Satwa Dilindungi. 

- Instruksi Menteri Lingkungan Hidup Dan kehutanan Republik Indonesia 
No.INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 Tentang Perlindungan 
satwaliar Atas ancaman Penjeratan dan Perburuan liar Di dalam dan 
diluar kawasan Hutan. 

- Surat Edaran Nomor SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 Tentang 
Perlindungan Satwaliar Yang Dilindungi Didalam Areal Kerja Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). 

- Nota Dinas Nomor: ND71/SET.5/PEHKT/KSA.2/2/2023 Perihal 
Pelaksanaan SOP Perlindungan Satwaliar Diluar dan Didalam Kawasan 
Hutan. 

- Surat Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem 
No. S.25/KSDAE/KKHSG/KSA.2/1/2023 tanggal 16 Januari 2023, hal : 
Pelaksanaan SOP Perlindungan Satwa Liar Di Dalam dan Di Luar 
Kawasan Hutan 

b. Verifier 3.5.2 : Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT SRL telah melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PBPH. 
Dari hasil uji silang untuk mengetahui kesesuaian implementasi pengelolaan flora dan 
fauna yang dilakukan PT SRL dengan prosedur pengelolaan yang terdokumentasi, 
terdapat beberapa ketidak sesuaian antara lain : 

1) Pada saat observasi di lapangan, terlihat penandaan plang nama dari 4 lokasi 
kawasan lindung sedangkan 1 lokasi yaitu di hutan rawa hanya terpantau 
tonggak penanda batas. Polet pada rintis batas hanya di temukan 1 polet silang 
warna merah. Sedang yang lainnya tidak ditemukan. 

2) Pendataan pada laporan pemantauan flora dan fauna tahun 2024 belum 
mencakup seluruh jenis flora dan fauna dan belum berdasarkan status 
Perlindungan, Keterancaman dan Perdagangan 
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c. Verifier 3.5.3 : Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah 
dan endemik dan habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SRL telah menetapkan kawasan lindung berdasarkan Keputusan Direktur 
PT SRL  Nomor SK Direktur No. 002/ DIR/KL-SRL/XI/2025, seluas 11.653 Ha yang 
berfungsi untuk perlindungan habitat flora dan fauna langka, jarang, terancam punah 
dan endemik atau lintasan / home range fauna.  
Kawasan lindung telah terpelihara dengan dilakukan penataan batas pada sebagian 
kawasan lindung dan terdapat papan larangan perambahan, illegal logging dan 
perburuan flora fauna. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap areal yang dialokasikan untuk habitat flora / 
home range / lintasan satwa, terdapat perkebunan di Kawasan Lindung Hutan Rawa. 
Seluas 215 Ha dan berdasarkan data klaim lahan di areal PBPH PT SRL oleh 
masyarakat mencapai total luas 12.173 Ha. 
Dari hasil observasi dilapangan juga terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan 
seperti pada Kawasan Lindung Hutan Rawa berupa Perkebunan Sawit.. 
Dengan demikian dengan adanya gangguan berupa aktifitas yang tidak sesuai 
ketentuan di kawasan lindung dan klaim masyarakat atas lahan, sehingga kondisi 
flora dan fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik masih 
terdapat gangguan 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

 (11/15) x 100% = 73,33% = SEDANG  

 

 

D. Aspek SOSIAL 
 

1. Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi 
dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh 
masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

a. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk 
penandaan batas secara partisipatif. 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan 
hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan 
deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang 
dalam SOP Identifikasi/Inventarisasi Lahan Kehutanan, Ganti Rugi Tanam 
Tumbuh dan Tali Asih (No. SRL/SOP/SSD/002) Rev.1, Tanggal terbit 17 
Oktober 2022. 
Hasil telaahan terhadap Prosedur yang tersedia,  prosedur Identifikasi/ 
Inventarisasi Lahan Kehutanan, Ganti Rugi Tanam Tumbuh dan Tali Asih (No. 
SRL/SOP/SSD/002) Rev.1, Tanggal terbit 17 Oktober 2022, telah mengacu 
pada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan yang berlaku, 
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namun PT SRL tidak memiliki prosedur/mekanisme terkait deliniasi areal kerja 
dan Penandaan batas wilayah secara partisipatif. 

b. Verifier 4.1.2 : Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat tertuang dalam : 
1) Peta RKUPH PT Silva Rimba Lestari Periode Tahun 2021 – 2030, skala 

1 : 50.000, terdapat informasi desa-desa yang ada di sekitar areal PT SRL 
2) Rekapitulasi data klaim lahan oleh masyarakat sekitar tahun 2024, 

teridentifikasi ada 16 klaimer dengan total luas sekitar 672,17 Ha  
3) Laporan Penilaian Dampak Sosial (SIA) PT Silva Rimba Lestari Tahun 

2022, dalam laporan terdapat informasi sosek dari masyarakat sekitara 
areal PT Silva Rimba Lestari 

4) Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stock Karbon 
(Tahun 2023), terutama NKT 5 dan NKT 6 

5) Laporan Final FPIC PT Silva Rimba Lestari Tahun 2022, terdapat 
informasi masyarakat desa sekitar areal 

6) Laporan Final Land Tenure dan Use Study (Studi Penguasaan Lahan dan 
Penggunaan Lahan) PT Silva Rimba Lestari (tahun 2022), dalam laporan 
tersebut terdapat informasi batas wilayah desa dan pemanfaatan lahan 
oleh masyarakat sekitar di areal PT Silva Rimba Lestari (dalam peta). 

7) Dokumen RKUPH PT Silva Rimba Lestari periode 2021-2030 sesuai 
dengan SK. Nomor 6205/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 20 
November 2020  

8) Perubahan RKUPH PT Silva Rimba Lestari periode 2021-2030 sesuai 
SK.11263 Tahun 2025, tanggal 24 November 2025  

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik 
tanggal 24 April 2026 dan wawancara secara langsung, diperoleh informasi 
bahwa masyarakat sekitar sebagian masih tergantung pada SDH/SDA seperti 
: berburu, mencari rotan dan berkebun/berladang diareal PT Silva Rimba 
Lestari, dan PT Silva Rimba Lestari telah melakukan identifikasi dilapangan. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki rekaman yang berisi data dan informasi 
hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang lengkap dan sesuai dengan 
pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 

c. Verifier 4.1.3 : Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Hasil deliniasi dan implementasi penandaaan batas secara partisipatif di areal 
PBPH PT Silva Rimba Lestari yang dikuasai masyarakat tertuang dalam 
dokumen sebagai berikut: 
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1) Peta RKUPH PT Silva Rimba Lestari Periode Tahun 2021 – 2030, skala 
1 : 50.000, terdapat informasi desa-desa yang ada di sekitar areal PT SRL 

2) Laporan Final Land Tenure dan Use Study (Studi Penguasaan Lahan dan 
Penggunaan Lahan) PT Silva Rimba Lestari (tahun 2022), dalam laporan 
tersebut terdapat informasi batas wilayah desa dan pemanfaatan lahan 
oleh masyarakat sekitar di areal PT Silva Rimba Lestari (dalam peta).  

3) Hasil Identifikasi Klaim Lahan oleh masyarakat sekitar oleh PT Silva 
Rimba Lestari, terdapat klaim lahan oleh masyarakat dari 12 desa dengan 
luas klaim 12.173 Ha 

4) Bukti Kerjasama kemitraan dengan Bumdes Desa Pulau Pinang 
ditunangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 001/OPS-
LEG/SRL/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 seluas 329,6 Ha (sudah 
dibuat batas secara partisipatif) 

5) Bukti Kerjasama kemitraan dengan Masyarakat Desa Long Beleh Haloq 
ditunangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor : 006/OPS-
LEG/SRL/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 seluas 677.4 Ha (sudah dibuat 
batas secara partisipatif) 

Sampai dengan saat audit Resertifikasi (Tahun 2026), penandaan batas 
secara partisipatif di lapangan sesuai peta mencapai sekitar 50 % dan untuk 
areal operasional telah temu gelang 100%, namun masih belum mendapatkan 
SK Penetapan dari Kementrian Kehutanan 
Di areal PT Silva Rimba Lestari banyak ditemukan aktifitas masyarakat sekitar 
berupa kebun sawit, dan PT Silva Rimba Lestari telah melakukan deliniasi 
terhadap luas wilayah masing-masing desa dalam peta kerja, dan PT Silva 
Rimba Lestari telah melakukan penandaan secara partisipatif terhadap 
sebagian klaim lahan oleh masyarakat/ kelompok masyarakat. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.1 

: ( 9 /12 ) x 100 % = 75,00 % (SEDANG) 

2. Indikator 4.2 : Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik 
yang sistematis dan terukur 

a. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2026), PT Silva Rimba Lestari memiliki  
dokumen terkait pemetaan konflik  yang tertuang dalam : 
1. Laporan Identifikasi Konflik PT Silva Rimba Lestari Semester 1 & 2  

Tahun 2021  
2. Laporan Identifikasi Konflik PT Silva Rimba Lestari Semester 1 & 2  

Tahun 2022  
3. Laporan Identifikasi Konflik PT Silva Rimba Lestari Semester 1 & 2  

Tahun 2023 
4. Laporan Identifikasi Konflik PT Silva Rimba Lestari Semester 1 & 2  

Tahun 2024 
5. Laporan Identifikasi Konflik PT Silva Rimba Lestari Semester 1 & 2  

Tahun 2025 
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Berdasarkan Laporan Identifikasi Konflik PT Silva Rimba Lestari, dari 14 desa 
sekitar terdapat 8 desa dengan status Waspada dan 6 lainnya berstatus 
Terkendali.  
Hasil identifikasi konflik sampai tahun 2025 di areal terdapat klaim dari 12 
desa dengan luas klaim 12.175 ha. 
Berdasarkan data potensi konflik, bahwa klaim yang ada di dalam areal PT 
SRL sebagian besar berupa kebun sawit, kebun karet, pondok-pondok, sarang 
walet dan lainnya, telah tersedia laporan hasil pemetaan konflik dan telah 
dilaporkan setiap 6 bulan sekali. 
Laporan Identifikasi Konflik PT Silva Rimba Lestari telah mengacu pada 
peraturan yang berlaku sesuai Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 jo lampiran V 
PermenLHK Nomor : P. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Identifikasi dan 
Pemetaan Konflik pada pemegang PBPH, dan  seluruh laporan telah 
disampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan ke BPHL Wil. XIII 
(sebelumnya XI) Samarinda, dan tersedia bukti tanda terima laporan. 
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat PUPH (tanggal 22 April 
2026), bahwa PT Silva Rimba Lestari telah melaporkan hasil pemetaan 
konflik dan realisasi pengelolaan konflik secara on line di SIPASHUT 
secara berkala. 

b. Verifier 4.2.2 : Tersedia Mekanisme resolusi konflik 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT SRL memiliki Prosedur/mekanisme resolusi konflik yang ada di 
arealnya tertuang dalam : 
1) SOP Pemetaan dan Resolusi Konflik (No. dokumen :SRL/SOP/SSD/001) 

Rev.1 tanggal terbit 11 Maret 2024 
2) SOP Sistem Manajemen Pengamanan (No. dokumen 

:SRL/SOP/SSD/001) Rev.1 tanggal terbit 3 Juli 2023 
Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, referensi pada SOP telah mengacu 
PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 (Lampiran V), SOP ini telah 
disosialisasikan kepada Masyarakat sekitar dan telah disepakati oleh para 
pihak. 
Berdasarkan hasil wawancara pada saat konsultasi publik tanggal 24 April 
2026 dan wawancara secara langsung dengan dengan Kades Bukit Layang 
(Bpk. Silferius Sudi), Sekdes Kelekat (Bpk. Sandro Alkadri), Kades (Ardy 
Maroni) & Kepala Adat Muara Ritan (Bpk. Sadli M), Kades (Bpk. Tadius) & 
Ketua BPD Pulau Pinang (Bpk. Rudinsyah), dan Lembaga Adat Long Beleh 
Haloq (Bpk. Darlis), diperoleh informasi bahwa sebagian masyarakat paham 
proses untuk menyelesaikan konflik dengan Perusahaan, yaitu melalui desa 
dalam hal ini kepala desa terlebih dahulu kemudian sampaikan ke Perusahaan 
melalui Social Security Departement (SSD) selanjutnya disampaikan ke 
pimpinan perusahaan. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik yang telah 
mengakomodir potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan, dan telah 
disepakati oleh para pihak. 

c. Verifier 4.2.3 : Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 

Bobot : 1 
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NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari telah memiliki kelembagaan penanganan konflik 
yang didukung dengan pendanaan sebagai berikut : 
1) Terdapat Internal Memo District Departement Head nomor : 001/SRL-

SSD/MEMO/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024 
2) Struktur Kelembagaan Konflik PT Silva Rimba Lestari Tahun 2024 
3) Internal Memo District Head nomor : 01/SRL-SSD/MEMO/XI/2025 tanggal 

26 November 2025 
4) Struktur Kelembagaan Konflik PT Silva Rimba Lestari Tahun 2025 

Sesuai Struktur Kelembagaan Konflik PT Silva Rimba Lestari Tahun 2025 
(tanggal 26 November 2025), Kelembagaan Penyelesaian Konflik (dilengkapi 
dengan Petugas/ Lembaga Penyelesaian Konflik PT Silva Rimba Lestari 
dengan melibatkan Pihak Eksternal) 
Di dalam pelaksanaan penyelesaian konflik, penanggungjawab penyelesaian 
konflik melakukan koordinasi internal maupun pihak eksternal baik pihak 
klaimer atau pemerintah ditingkat desa ataupun ditingkat kecamatan, serta 
kabupaten pada kondisi tertentu ditingkat provinsi jika dipandang perlu.  
Hasil wawancara dengan personil SSD, pendanaan/anggaran konflik dibuat 
apabila penanganan konflik sudah terjadi kesepakatan dengan klaimer, maka 
pihak SSD mengajukan anggaran kepada manajemen sesuai dengan 
kebutuhan,  selama periode audit (tahun 2021 – 2026), PT Silva Rimba Lestari 
telah menyiapkan anggaran penyelesaian konflik, namun baru sebagian 
karena ada proses Take Over dari manajemen lama. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki struktur organisasi/lembaga 
penanganan resolusi konflik yang melibatkan para pihak, dan telah dilengkapi 
dengan job description serta didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang 
pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik, namun baru 
sebagian. 
 

d. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2026), PT Silva Rimba Lestari 
memiliki hasil identifikasi potensi konflik yang ada di arealnya berupa klaim 
lahan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat sekitar terdapat klaim lahan 
oleh 12 (dua belas) desa seluas 12.173 Ha. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki Rencana anggaran dalam rangka 
alternatif resolusi konflik sebagai berikut : 

1. Tahun 2021 dan 2022, tidak terdapat rencana anggaran penyelesaian 
konflik (stagnan), manajemen lama 

2. Tahun 2023 tidak terdapat rencana anggaran penyelesaian konflik baru 
Take Over 

3. Tahun 2024 sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk penyelesaian klaim 
lahan seluas 329,5 Ha (berupa tali asih) 

4. Tahun 2025 sebesar Rp. 3.400.000.000,- untuk penyelesaian klaim 
lahan seluas 754,08 Ha (GRTT/Tali Asih) 
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5. Tahun 2026 sebesar Rp. 9.939.320.918,- untuk penyelesaian klaim 
lahan seluas 6.626,2 Ha (GRTT/Tali Asih) 

Hasil telaahan data tersebut diatas, PT Silva Rimba Lestari memiliki rencana 
penyelesaian konflik, akan tetapi kegiatan penyelesaian konflik berupa 
Program CSR dan Comdev, belum tersedia rincian kegiatan dan anggaran 
secara khusus untuk penyelesaian konflik yang berbasis hasil identifikasi 
konflik. 
Berdasarkan data/dokumen yang tersedia disimpulkan bahwa PT Silva Rimba 
Lestari belum memiliki Rencana Anggaran Resolusi Konflik yang meliputi : 
lokasi, luas target, biaya, waktu dan PIC nya yang berbasis hasil identifikasi 
potensi konflik, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para 
pihak. 

e. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

Bobot : 2 

NILAI : BURUK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Pada periode Audit Resertifikasi (Tahun 2026), PT Silva Rimba Lestari telah  
menyusun beberapa realisasi kronologis penanganan konflik yang ada di 
arealnya meliputi : 

1) Tahun 2021 – 2022 terdapat realisasi penyelesaian konflik sebesar rata-
rata 78 %  dari rencana 

2) Tahun 2023, tidak terdapat penyelesaian konflik, atau sebesar 0 % 
3) Tahun 2024, terdapat penyelesaian konflik sebesar 49,04 % (329,6 Ha 

dari 672,12 Ha) 
4) Tahun 2025, terdapat penyelesaian konflik sebesar 5,56 % ( 677,4 Ha 

dari 12.173 Ha) 
       Rata-rata realisasi penanganan konflik sebesar = 33,15 % 

Perusahaan telah mendokumentasikan kegiatan penyelesaian konflik berupa 
klaim lahan seperti: 

1) Dengan Pembayaran GRTT dan Tali Asih 
2) Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT Silva Rimba Lestari dengan 

Kelompok Masyarakat 
Berdasarkan hasil verifikasi disimpulkan bahwa realisasi penyelesaian konflik 
yang telah direalisasikan pada tahun 2021-2025 sebesar 33,15 % dan tersedia 
dokumen penyelesaiannya 
PBPH PT Silva Rimba Lestari telah menyusun realisasi kronologis 
penanganan konflik dengan program pemberian Tali Asih/GRTT dan membuat 
perjanjian kerjasama kemitraan dengan kelompok masyarakat, akan tetapi PT 
Silva Rimba Lestari belum membuat laporan penanganan konflik secara 
periodik setiap semester (6 bulanan) dan menyampaikan kepada instansi 
yang berwenang, namun tidak sesuai dengan tata waktunya. 

f Verifier 4.2.6 : Legalitas kemitraan konsesi hutan 

 Bobot : 2 

 NILAI : BURUK 

 Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (tahun 2026), PT Silva Rimba Lestari memiliki 
beberapa dokumen perjanjian dengan kelompok masyarakat sebagai berikut : 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 43 dari 68 
 

 1) Perjanjian Kemitraan antara PT Silva Rimba Lestari dengan Masyarakat 
Pulau Pinang, pengelolaan areal seluas 329.6 Ha di areal PT SRL 
(tanggal 15 Oktober 2024)  

2) Perjanjian Kemitraan antara PT Silva Rimba Lestari dengan Masyarakat 
Long Beleh Haloq, pengelolaan areal seluas 677,4 Ha di areal PT SRL 
(tanggal 26 Mei 2025) 

3) BAST Bantuan Saprodi Pertanian untuk kegiatan MUK Budidaya 
Tanaman Pangan dari PT Silva Rimba Lestari kepada Kelompok Tani 
“Lintang Pukank” desa Pulau Pinang seluas 2 Ha, tanggal 17 Desember 
2025 (meliputi : pupuk, herbisida dan peralatan pertanian) 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Silva Rimba Lestari telah 
melakukan kerjasama kemitraan kemitraan dengan kelompok masyarakat, 
akan tetapi masih belum sesuai dengan rencana kemitraan konsesi yang 
tercantum dalam dokumen Perubahan RKUPH PT Silva Rimba Lestari periode 
2021 – 2030, baik jenis kegiatannya maupun lokasinya (belum sesuai dengan 
SK MenLHK No. 285 Tahun 2024). 
Implementasi kemitraan dengan masyarakat saat ini yang ada di PT Silva 
Rimba Lestari berupa Kerjasama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) pada areal yang di klaim oleh masyarakat atau kelompok masyarakat 
dengan kesepakatan bahwa lahan yang klaim yang berada di areal PT Silva 
Rimba Lestari dibuat perjanjian dengan ketentuan bahwa areal tersebut 
dilakukan penanaman kayu jenis Akasia dan atau Eukaliptus oleh PT Silva 
Rimba Lestari dan setelah panen nanti masyarakat/klaimer mendapatkan 
pembagian hasil sebesar Rp. 15.000,- per ton dari kubikasi kayu yang 
dihasilkan pada lahan tersebut. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari belum memiliki dokumen Nota Kesepahaman 
(MoU) dalam rangka Kemitraan Konsesi  Hutan 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.2 

: ( 17 / 27 ) x 100 %  = 62,96 % (SEDANG) 

3. Indikator 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil 
antar para pihak 

a. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH PT Silva Rimba Lestari meliputi : 
1) Peta Sebaran Desa dalam dokumen Social Impact Assesment (SIA) 

skala 1 : 250.000, areal PT Silva Rimba Lestari masuk wilayah 10 
(sepuluh) desa sekitar, sebagian besar di wilayah Pulau Pinang, Long 
Beleh Haloq dan Muara Ritan. 

2) Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stock Karbon 
(Tahun 2023) PT Silva Rimba Lestari, terutama NKT 5 dan NKT 6 
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3) Laporan Final FPIC PT Silva Rimba Lestari Tahun 2022, terdapat 
informasi desa-desa sekitar dan tanggapan terhadap kegiatan PT Silva 
Rimba Lestari 

4) Laporan Final Studi Dampak Sosial (SIA) Tahun 2022, terdapat informasi 
dampak yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan operasional PT Silva 
Rimba Lestari 

5) Laporan Final Land Tenure dan Use Study (Studi Penguasaan Lahan dan 
Penggunaan Lahan) PT Silva Rimba Lestari (tahun 2022), dalam laporan 
tersebut terdapat informasi batas wilayah desa dan pemanfaatan lahan 
oleh masyarakat sekitar di areal PT Silva Rimba Lestari (dalam peta) 

6) Inventarisasi penggunaan HHBK oleh masyarakat di sekitar dan di dalam 
areal PT Silva Rimba Lestari tahun 2023, 2024 dan 2025 (HHBK yang 
dimanfaatkan meliputi buah-buahan, tumbuhan obat, ikan, madu dan 
sarang walet) 

7) Identifikasi Potensi Konflik PT Silva Rimba Lestari, dalam dokumen ini 
dijelaskan mengenai nama klaimers, lokasi, luasan klaim 

8) Dokumen RKUPH  PT Silva Rimba Lestari periode 2021-2030 sesuai 
dengan SK. Nomor 6205/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 20 
November 2020  

9) Perubahan RKUPH PT Silva Rimba Lestari periode 2021-2030 sesuai 
SK.11263 Tahun 2025, tanggal 24 November 2025 

10) RKTPH PT Silva Rimba Lestari  Tahun 2021 - 2025, terdapat informasi 
rencana dan realisasi kegiatan operasional/sosial PT Silva Rimba Lestari 
tahun berjalan 

11) Pemanfaatan tenaga kerja lokal oleh PT Silva Rimba Lestari tahun 2024 
– 2026 rata-rata 45,96 % 

12) Pemanfaatan kontraktor yang berasal dari Lokal oelh PT Silva Rimba 
Lestari rata-rata sebesar 25,00 %  

13) BAST Kegiatan Kelola Sosial PT Silva Rimba Lestari Tahun  2021- 2025 
(sesuai kegiatannya), termasuk pembayaran Tali Asih. 

14) Kesepakatan kerjasama kemitraan dengan masyarakat desa Pulau 
Pinang dan desa Long Beleh Haloq 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT Silva Rimba Lestari 
memiliki data dan informasi yang terkait dengan dampak sosial yang timbul 
akibat kegiatan operasional seperti pemanfaatan karyawan lokal, kontraktor 
dari lokal yang bekerjasama dengan PT Silva Rimba Lestari, laporan HHBK 
yang dimanfaatkan masyarakat, Kerjasama PHBM, data klaim telah 
teridentifikasi dan telah diperbaharui. 

b. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan 
peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam  : 
1. SOP Coporate Sucial Responbility (No. dokumen : SRL/SOP/SSD/005) 

Rev.1 tanggal 17 Oktober 2022 
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2. SOP Community Investment (No. dokumen : SRL-SOP-CA 002 Rev.0 
tanggal 1 April 2013 

3. SOP Program Ekonomi (No. dokumen : SRL-SOP-CA 003 Rev.0 tanggal 
1 April 2013 

Hasil telaahan terhadap prosedur yang ada, PT Silva Rimba Lestari telah 
melakukan Kemitraan dengan kelompok masyarakat sekitar akan tetapi PT 
Silva Rimba Lestari belum memiliki mekanisme yang mengatur hal tersebut. 
Berdasarkan hasil konsultasi publik dan wawancara langsung diperoleh 
informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait SOP 
program ekonomi, sedangkan masyarakat yang telah bekerjasama kemitraan 
telah mengetahui prosedur tersebut. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki sebagin prosedur yang mengakomodir 
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dimana 
aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan 
budaya tetap diizinkan, namun belum seluruhnya disosialisasikan. 

c. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki dokumen rencana yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat tertuang dalam : 
1) Dokumen RKUPH  PT Silva Rimba Lestari periode 2021-2030 sesuai 

dengan SK. Nomor 6205/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 20 
November 2020  

2) Perubahan RKUPH PT Silva Rimba Lestari periode 2021-2030 sesuai 
SK.11263 Tahun 2025, tanggal 24 November 2025 

3) RKTPH PT Silva Rimba Lestari Tahun 2021 - 2025, terdapat informasi 
rencana dan realisasi kegiatan operasional PT SRL tahun berjalan 

4) Budget Comvest PT Silva Rimba Lestari Tahun 2021 – 2025 (Rencana 
program CSR dan Comdev) 

5) Kesepakatan kerjasama kemitraan dengan masyarakat desa Pulau 
Pinang dan desa Long Beleh Haloq. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa 
lahan yang dikerjasamakan dalam program Kerjasama Kemitraan 
Kehutanan dengan kesepakatan pihak kedua (masyarakat) mendapatkan 
bagi hasil sebesar Rp 15.000 per ton dari kayu yang dihasilkan pada areal 
tersebut. 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT Silva 
Rimba Lestari yang terdapat dalam Dokumen RKUPH, RKTPH dan Budget 
Comvest CSR-CD, belum sinkron/sesuai antara rencana jangka panjang 
dalam RKUPH dengan rencana yang ada dalam RKTPH maupun Budget 
Comvest CSR-CD serta belum dirinci kegiatannya masing-masing desa 
binaan. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki dokumen rencana pemegang PBPH 
mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum 
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adat dan/atau masyarakat setempat namun kurang lengkap dan belum 
mengakomodir aspirasi masyarakat. 

d. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari telah melakukan implementasi kegiatan 
peningkatan ekonomi produktif masyarakat meliputi : 
1. Implementasi Peningkatan ekonomi produktif PT Silva Rimba Lestari 

dalam Laporan CSR Tahun 2021 – 2022, rata-rata sebesar 14,28 % 
2. Implementasi Peningkatan ekonomi produktif PT Silva Rimba Lestari 

dalam laporan CSR Tahun 2023, atau sebesar 50,00 % 
3. Implementasi Peningkatan ekonomi produktif PT Silva Rimba Lestari 

Tahun 2024 - 2025 sebesar : 
1) Penyerapan tenaga kerja lokal PT Silva Rimba Lestari :  

a) Tahun 2024 sebesar 62,68 % (42 orang dari 67 
karyawan) 

b) Tahun 2025 sebesar 22,22 % (16 dari 72 karyawan) 
c) Tahun 2026 sebesar 53,01 % ( 44 dari 83 karyawan) 
Rata – rata sebesar 45,97 % 

2) Pemanfataan kontraktor dari lokal : 
a) Tahun 2024  sebesar 33,33 % ( ada 1 dari 3 kontraktor) 
b) Tahun 2025 - 2026  sebesar 16,67 % (ada 1 dari 6 

kontraktor) 
Rata-rata sebesar  25,00 % 

 Rata - rata Implmentasi Peningkatan ekonomi PT Silva Rimba 
Lestari tahun 2024 – 2026 sebesar :  ( 44,59 +  25,00 )% : 2 = 
34,79 % 

4. Kerjasama kemitraan PHBM dengan masyarakat sekitar  ada 2 
MoU/kesepakatan 

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat 
oleh PT Silva Rimba Lestari rata – rata sebesar: 
                         (14,28 + 50,00 + 34,79 ) % : 3 = 33,02 % (< 50 %) 
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif PT Silva 
Rimba Lestari terhadap masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif 
berkelanjutan lainnya, mencapai 33,02 % (< 50%) dari rencana, tersedia 
rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.3 

 ( 11 / 15 ) x 100 %  = 73,33 % (SEDANG) 

4. Indikator 4.4 : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku 

a. Verifier 4.4.1 : Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Pemegang PBPH 
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Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi 
kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & 
lingkungan meliputi :  
 Kerjasama Kemitraan pengelolaan kawasan hutan dengan kelompok 

masyarakat 
 Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki program tanggung jawab sosial dan 
lingkungan dimana sebagian program dalam prosesnya melibatkan 
masyarakat desa terdampak dan / atau pihak lain meliputi : 
1) Perjanjian Kemitraan antara PT Silva Rimba Lestari dengan Masyarakat 

Pulau Pinang, pengelolaan areal seluas 329.6 Ha di areal PT SRL 
(tanggal 15 Oktober 2024).  Pada dokumen ini dijelaskan bahwa lahan 
seluas 329,6 Ha dikerjasamakan dalam program Kerjasama Kemitraan 
Kehutanan dengan bagi hasil Rp 15.000 per ton 

2) Perjanjian Kemitraan antara PT Silva Rimba Lestari dengan Masyarakat 
Long Beleh Haloq, pengelolaan areal seluas 677,4 Ha di areal PT SRL 
(tanggal 26 Mei 2025). Pada dokumen ini dijelaskan bahwa lahan seluas 
677,4 Ha dikerjasamakan dalam program Kerjasama Kemitraan 
Kehutanan dengan bagi hasil Rp 15.000 per ton 

Untuk kegiatan CSR perusahaan dan masyarakat belum menyepakati 
program prioritas dimana hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada saat 
konsultasi publik tanggal 24 April 2026 dan wawancara secara langsung 
dengan wakil masyarakat sekitar areal PT Silva Rimba Lestari, menjelaskan 
bahwa saat ini program CSR masih mengacu pada proposal/usulan dari 
masyarakat desa belum ada program prioritas yang disepakati. 
Berdasarkan hasil telaahan dokumen dan hasil wawancara dengan wakil 
masyarakat sekitar diperoleh informasi, PBPH PT Silva Rimba Lestari 
memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program 
tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat 
desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum 
komunikasi/konsultasi/ koordinasi berupa kesepakatan kemitraan, sedangkan 
untuk kegiatan CSR belum ditentukan program prioritas masih 
berdasarkan proposal/ usulan dari masyarakat. 

b. Verifier 4.4.2 : Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 
pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2026), PT Silva Rimba Lestari 
memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 
mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, 
sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi 
tertuang dalam dokumen : 
1. Dokumen RKUPH  PT Silva Rimba Lestari periode 2021-2030 sesuai 

dengan SK. Nomor 6205/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 20 
November 2020  
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2. Perubahan RKUPH PT Silva Rimba Lestari periode 2021-2030 sesuai 
SK.11263 Tahun 2025, tanggal 24 November 2025 

3. RKTPH PT Silva Rimba Lestari Tahun 2021 - 2025, terdapat informasi 
rencana dan realisasi kegiatan operasional PT SRL tahun berjalan 

4. Budget Comvest PT Silva Rimba Lestari Tahun 2021 – 2025 (Rencana 
program CSR dan Comdev) 

5. Kesepakatan kerjasama kemitraan dengan masyarakat desa Pulau 
Pinang dan desa Long Beleh Haloq 

Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, terdapat perbedaan/tidak 
sinkron antara rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 
terdapat dalam dokumen RKUPH dan RKTPH dan RO. Dalam RKUPH 
terdapat rencana kerjasama kemitraan konsesi dengan  masyarakat, namun 
dalam RKTPH/RO tidak terdapat rencana kegiatan tersebut.  
Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar pada 
saat acara konsultasi publik tanggal 24 April 2025 dan wawancara langsung, 
diperoleh informasi bahwa sebagian masyarakat telah mendapatkan 
sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial 
dari PT Silva Rimba Lestari. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki dokumen rencana kerja tanggung 
jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas 
sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran 
dan didasarkan hasil identifikasi. 

c. Verifier 4.4.3 : Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2026), PT Silva Rimba Lestari 
memiliki mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada 
sosial dan lingkungan antara lain : 
1) SOP Sistem Manajemen Pengamanan (No. dokumen 

:SRL/SOP/SSD/001) Rev.1 tanggal terbit 3 Juli 2023 
2) SOP Coporate Sucial Responbility (No. dokumen : SRL/SOP/SSD/005) 

Rev.1 tanggal 17 Oktober 2022 
3) SOP Community Investment (No. dokumen : SRL-SOP-CA 002 Rev.0 

tanggal 1 April 2013 
4) SOP Program Ekonomi (No. dokumen : SRL-SOP-CA 003 Rev.0 tanggal 

1 April 2013 
Prosedur yang dimiliki belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis 
dan/atau ketentuan perundang-undangan seperti MenLHK No. P.8 Tahun 
2021 dan P.9 Tahun 2021. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki mekanisme implementasi tanggung 
jawab perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin 
terlaksananya program prioritas memuat tugas dan tanggung jawab para 
pihak, namun belum sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

d. Verifier 4.4.4 : Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 
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Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2026), PT Silva Rimba Lestari telah 
melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 
1) BA Sosialisasi Terpadu PT Silva Rimba Lestari tanggal 16 September 

2025 bertempat di Gedung Pertemuan Kec. Kembang Janggut dengan 
peserta 18 orang dari :  
a) Muspika Kec. Kembang Janggut 
b) Desa Kembang Janggut,  
c) Desa Kelekat,  
d) Desa Bukit Layang,  
e) Desa Perdana,  
f) Desa Pulau Pinang 
Materi Sosialisasi RKT, Visi Misi,Kelola Sosial, kawasan lindung, 
kebakaran hutan, dll 

2) BA Sosialisasi Terpadu PT Silva Rimba Lestari tanggal 15 September 
2025 bertempat di Balai Pertemuan Desa Kahala Kec. Kenohan dengan 
peserta 19 orang dari :  
a. Muspika Kec. Kenohan 
b. Desa Kahala,  
c. Desa Lamin Telihan,  
d. Desa Teluk Bingkai 
Materi Sosialisasi RKT, Visi Misi,Kelola Sosial, kawasan Lindung, 
kebakaran hutan, dll 

3) BA Sosialisasi Terpadu PT Silva Rimba Lestari di Desa Pulau Pinang 
pada tanggal 20 April 2026,bertempat di Gedung Peretemuan Desa 
Pulau Pinang Kec. Kembang Janggut, Materi Sosialisasi RKT 2026, Visi 
Misi,Kelola Sosial, kawasan Lindung, kebakaran hutan, dll 

4) BA Sosialisasi Terpadu PT Silva Rimba Lestari di Desa Bukit Layang 
pada tanggal 21 April 2026 bertempat di Gedung Peretemuan Desa Bukit 
Layang Kec. Kembang Janggut, Materi Sosialisasi RKT 2026, Visi 
Misi,Kelola Sosial, kawasan Lindung, kebakaran hutan, dll 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik 
dan wawancara langsung, diperoleh informasi bahwa PT Silva Rimba Lestari 
telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak, namun tidak 
dilakukan secara rutin serta belum disampaikan program prioritas tanggung 
jawab sosial dan lingkungan PT SRL kepada masing-masing desa binaan. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan 
lingkungan dan tersedia sebagian bukti proses, serta hasil sosialisasinya 
terdokumentasi secara lengkap. 

e. Verifier 4.4.5 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2026), PT Silva Rimba Lestari memiliki 
rencana dan realisasi kegiatan CSR/Kelola Sosial sebagai berikut : 
Rencana dan realisasi kegiatan kelola sosial PT Silva Rimba Lestari tahun 
2021 – 2025 

No. Tahun Rencana 
(Rp.) 

Realisasi 
(Rp.) 

% Keterangan 

1 2021  347.580.000 155.279.000 44,67  

2 2022  46.150.000 23.135.000 50,13  

3 2023 100.000.000 52.540.000 52.54  

4 2024 263.275.000 59.249.600 22,50  

5 2025  134.440.000 153.021.000 113,82 Bantuan 
pembanguan 
Darmaga Long 
Beleh 

Jumlah 283,66  

Rata-rata 56,73 
% 

 

Sumber : Laporan Community Development PT SRL tahun 2021 - 2025 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki realisasi pelaksanaan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan, dan telah dilaporkan 
ke instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan BPHL XIII 
Samarinda terdapat bukti tanda terima). 
Kegiatan Kelola Sosial PT Silva Rimba Lestari Tahun 2021 - 2025 meliputi : 
1) Bantuan pendidikan siswa berprestasi 
2) Bantuan sembako bencana banjir desa sekitar 
3) Bantuan pupuk dan saprotan (peralatan, pupuk,dll) desa Pulau Pinang 
4) Bantuan keagamaan (HUT RI, hari besar dan hewan kurban) 
5) Perbaikan jalan menuju di desa binaan 
6) Kerjasama kemitraan dengan Desa Pulau Pinang dan Desa Long Beleh 

Haloq 
7) Pemanfaatan tenaga kerja lokal Tahun 2024 – 2026 rata-rata 45,97 % 
Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT  Silva Rimba Lestari tahun 2021 - 2025, rata-rata 
sebesar  56,73 %, akan tetapi masih belum maksimal sebagian besar kegiatannya masih 
berdasarkan proposal/usulan dari masyarakat. 

PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki realisasi pelaksanaan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan, dan belum 
seluruhnya dilaporkan ke instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Prov. 
Kaltim dan BPHL XIII Samarinda yang dibukti tanda terima). 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.4 

 (16 / 24 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

5. Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga 
Kerja 

a. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 51 dari 68 
 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki dokumen sarana hubungan industrial 
terhadap karyawannya tertuang dalam :  
 Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2025 – 2027 sebagai dasar 

hubungan industrial dengan karyawannya yang telah disahkan oleh Dirjen 
Pembinaan Hubungan Industria dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 
KEP. 4/HI.00.00/00.0000/241120030/P-1/II/2025 tanggal 1 Februari 2025, 
beraku smapai tanggal 31 Januari 2027, dan telah disosialisasikan 
kepada karyawannya pada tanggal 10 Februari 2025 (peserta 69 orang) 

 Di lingkungan PT Silva Rimba Lestari telah serikat pekerja bernama 
Serikat Pekerja Mandiri Kehutanan Nawasena PT SRL dan telah 
didaftarkan ke Disnakertrans Kab. Kutai Kertanegara tanggal 21 
November 2024    

 PT Silva Rimba Lestari memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah 
dilakukan pencatatan di Disnakertrans dengan nomor B-05/BHI-
LKS.B/05/2025 tanggal 8 Mei 2025 

 PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki dokumen keanggotaan organisasi 
pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan nomor 
member 466 

 PBPH PT Silva Rimba Lestari telah memiliki mekanisme penyelesaian 
keluh kesah yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2025-
2027 Bab XII Pasal 42 tentang Keluahan dan Pengaduan 

 PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki dokumen Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan tahun 2024, yang disampaikan kepada instansi terkait 
(bukti tanda terima pada tanggal 30 Mei 2024) dan Tahun 2025 
disampaikan kepada instansi terkait (bukti tanda terima pada tanggal 21 
Juli 2025) 

 SOP Hubungan Industrial Nomor : SRL/SOP/HRD/004 tanggal 17 April 
2022 

 Terdapat contoh SPK karyawan PT Silva Rimba Lestari an. DP dan AG, 
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku 

 PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki peraturan perundang-undangan 
ketengakerjaan 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT Silva Rimba Lestari (an. DP, RP 
dan AG), diperoleh informasi bahwa PT Silva Rimba Lestari memiliki dokumen 
sarana hubungan industrial yang legal & lengkap, serta telah 
diimplementasikannya. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki dokumen terkait sarana hubungan 
industrial kepada karyawannya yang legal dan lengkap, serta memiliki 
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati 
dan telah diimplementasikan seluruhnya 

b. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir 
yang dituangkan dalam : 
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1) Peraturan Perusahaan (PP) PT SRL Periode Tahun 2025 - 2027, Bab III 
Pasal 7 tentang Jenjang Karir Karyawan 

2) SOP Rekruitmen (Nomor : SRL/SOP-HR/005) tanggal 17 Oktober 2022 
3) SOP Promosi dan Demosi Karyawan (Nomor : SRL/SOP-HR/012) Rev.1 

tanggal 17 Oktober 2022 
4) SOP Pengangkatan Karyawan (Nomor : SRL/SOP-HR/018) 
5) SOP Penilaian Karyawan (Nomor : SRL/SOP-HR/019) 
Rincian implementasi jenjang karir PT Silva Rimba Lestari periode tahun 2021 
– 2025 

No. Tahun Rencana 
(orang) 

Realisasi 
(orang) 

Keterangan 

1 2021 Tidak ada peningkatan jenjang 
karir 

Stagnan 

2 2022 Promosi pengangkatan karywan 
probation menjadi karyawan 
tetap 

 

3 2023  

4 2024 1 1 100 % 

5 2025 0 0 0 

Jumlah 1 1  

Prosentase  50 % 

Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PBPH PT Silva 
Rimba Lestari telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang dituangkan 
dalam dokumen Peraturan Perusahaan dan SOP terkait Jenjang Karir, dan 
telah diimplementasikan sebagian (50 %) 
 

c. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki mekanisme terkait Pengembangan 
kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier yang dituangkan dalam 
Peraturan Perusahaan (PP) PT Silva Rimba Lestari Periode Tahun 2025 - 
2027, Bab VIII Pasal 31 tentang Pelatihan Kerja dan Pengembangan. 
PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki rencana dan realisasi pengembangan 
kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karir karyawan melalui pelatihan, 
sebagai berikut : 
1. Tahun 2021, rencana  45 orang dan realisasi 33 orang, atau mencapai 

73,33 %  
2. Tahun 2022, rencana   6 orang dan realisasi   5 orang, atau mencapai 

83,33 % 
3. Tahun 2023, rencana   81 orang dan realisasi 78 orang, atau mencapai 

96,30 % 
4. Tahun 2024, rencana  417 orang dan realisasi 415 orang, atau mencapai 

99,52 % 
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5. Tahun 2025, rencana  91 orang dan realisasi 85 orang, atau mencapai 
93,41 % 
Realisasi peserta pengembangan kompetensi SDM Tahun 2021 – 2025 
rata-rata mencapai 89,18 %. 

PBPH PT Silva Rimba Lestari memiliki mekanisme pengembangan 
kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karir atau 
kebutuhan promosi, dan terealisasi rata-rata sebesar 89,18 % dan jenis 
pelatihan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

d. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak – hak kesejahtraan karyawan 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK 

Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Kebijakan PT Silva Rimba Lestari terhadap hak-hak kesejahteraan karyawan 
dan implementasinya  meliputi : 
a) Peraturan perusahaan PT Silva Rimba Lestari periode 2025 - 2027, Bab 

VII Pasal 28 – 30 tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan, Bab IX 
Pasal 32 – 33 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja, 

b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.492/2025 tanggal 24 
Desember 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Kutai 
Kartanegara Tahun 2026, sebesar Rp 3.991.797. 

c) Contoh Slip Gaji karyawan terendah an. XX , gaji yang diterima karyawan 
dan tunjangan lainnya diatas UMK Kab. Kutai Kartanegara yang 
berlaku, serta pembayaran lancar setiap tanggal 26. 

d) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Oktober 2025  sebesar 
Rp. 65.946.907,- dan bulan September 2025  sebesar Rp. 63.523.042, 
contoh kartu BPJS Ketenagakerjaan an. Rinaldo dan Afrida  

e) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan September 2025  sebesar Rp. 
30.782.879,- dan bulan Oktober 2025 sebesar Rp.30.890.217,-.contoh 
kartu BPJS Kesehatan an.  Rinaldo dan Afrida . 

f) Kondisi Fasilitas kesejahteraan di PT Silva Rimba Lestari  Distrik 
Kembang Janggut, secara umum sangat memadai, kantor, mess 
karyawan, kantin, tempat ibadah dan fasilitas lainnya sangat layak 
dan memadai,  terkait fasilitas kesehatan tersedia Posko P3K dilengkapi  
1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang Paramedis dan tersedia mobil 
ambulan, apabila perlu rujukan dirujuk di Puskesmas yang ada 
Kecamatan Kembang Janggut atau Muara Ritan. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. DP, RP dan AG) dan bagian HRD PT Silva 
Rimba Lestari diperoleh informasi bahwa, PT Silva Rimba Lestari memiliki  kebijakan terkait : 
pengupahan, kepesertaan BPJS dan fasilitas karyawan lainnya dan telah diterapkan sesuai 
standar yang berlaku. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.5 

 (17 / 18 ) x 100 % = 94,44 % (BAIK) 
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Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang 
dicapai = 50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 79,36% dengan perhitungan sebagai berikut : 
 

No. ASPEK Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator 
Nilai Kematangan 

Indikator 
Nilai Kinerja Indikator 

Maksimal 

1. PRASYARAT 

1.1 Baik 3 3 

1.2 Sedang 2 3 

1.3 Baik 3 3 

1.4 Baik 3 3 

1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Sedang 2 3 

2.2 Sedang 2 3 

2.3 Sedang 2 3 

2.4 Baik 3 3 

2.5 Sedang 2 3 

2.6 Baik 3 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Baik 3 3 

3.2 Baik 3 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 

4.2 Sedang 2 3 

4.3 Sedang 2 3 

4.4 Sedang 2 3 

4.5 Baik 3 3 

Jumlah 50 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL 50/63 x 100% = 79,36% 
SEDANG 
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4.2  HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 
 

1. PRINSIP 1 : Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak 
Pengelolaan 

a. Verifier 
1.1.1.a 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT SRL memegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (dahulu IUPHHK-HTI) 
berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 165/Menhut-II/2014 tanggal 4 April 2011 
Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 88.000 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku selama 60 tahun sejak 4 April 2011. Terdapat 
peta areal kerja skala 1:100.000, dimana wilayah konsesi PT SRL terdiri dari ± 73.435 
Ha (83,45%) Hutan Produksi Tetap (HP) dan ± 14.565 Ha (16,55%) Hutan Produksi 
Terbatas (HPT). 
Terdapat SK perubahan terakhir berdasarkan KepmenLHK RI No. 
SK.760/MENLHK/SETJEN/ HPL.3/9/2021 Tanggal 13 September 2021 yaitu 
Perubahan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. 
Dapat diverifikasi keberadaan dokumen legalitas perseroan berupa : 
a. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir 

Terdapat Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT SRL No. 233 
tanggal 22 Agustus 2008 oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H. dan telah mendapat 
pengesahan oleh MenKUMHAM RI sesuai surat dengan No. AHU-
60284.AH.01.01.Tahun 2008 tgl 8 september 2008. 
Terdapat Akta Perubahan Terakhir No. 54 Tanggal 20 September 2024 oleh 
Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. dan telah disahkan oleh MenKUMHAM RI 
sesuai surat dengan No. AHU-AH.01.09-0253811 tgl 20 September 2024.  
Sesuai Akta Perubahan Terakhir No. 54 Tanggal 20 September 2024 Pengurus 
Perusahaan PT SRL saat dilakukan audit yaitu:   
a) Komisaris      :  Ahmad Salim, S.hut. 
b) Direktur Utama        :  Kristian Hamonangan Sihalolo, S.Hut.  
c) Direktur                    :  Erwin Dharmawan 

b. NPWP 
PBPH PT SRL memiliki copy kartu wajib pajak yang terdiri : 
 Distric Officer dengan nomor NPWP:  02.679.951.0-728.001, dengan 

NPWP16 digit:  002679951003100000001.   
 Head Quarter dengan nomor NPWP:  02.679.951.0-031.000 dengan 

NPWP16 digit:  0026 7995 1003 1000.   
c. NIB 

PT SRL telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor 
NIB: 81201008628441 dengan Kode KBLI terdiri: 
 KBLI 02130 – Pemanfaatan Kayu Hutan Bukan Kayu 
 KBLI 02111 – Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi 

b. Verifier 
1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan 
(N/A jika tidak ada) 

Nilai : Memenuhi 
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Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, wawancara dan pengamatan di lapangan, 
diketahui bahwa terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH 
sebagaimana hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh PT SRL yaitu : 
a) Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT Bumi 

Alam Raya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor. 777 Tahun 2024 tanggal 4 Juli 2024 seluas ±1.165,97 Ha, dimana seluas 
± 1.078,83 Ha berada di dalam areal kerja PT SRL. 

b) Perubahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT Fajar Sakti 
Prima berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 838 
Tahun 2024 seluas ± 651,97 Ha, dimana seluas ± 46,86 Ha berada di dalam areal 
kerja PT SRL. 

2. PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

a. Verifier 
2.1.1.a 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) 
dengan lampiran- lampirannya. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT SRL telah memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah untuk Periode 
Tahun 2021 s/d 2030 yang telah disetujui oleh pejabat berwenang berdasarkan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor SK.6205/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/11/2020 tanggal 20 November 
2020. Terdapat Peta Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SRL, serta Peta 
Rencana kerja UPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun 2021 s/d 
2030, Skala 1 : 50.000. 
Terdapat Dokumen Perubahan RKUPH periode Tahun 2021 -2030 yang telah 
disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor: 11263 Tahun 2025 tanggal 24 November 2025. 
Terdapat dokumen Peta lampiran Perubahan RKUPH-PBPH periode 2021 - 
2030 Skala 1 : 50.000.   Peta dibuat oleh GanisCANHUT-PHPL atas nama 
Petrus Pala Son dengan No.Reg.01230004187. 
Sesuai dokumen SK Perubahan RKUPHHK- HT Nomor: 11263 Tahun 2025 
tanggal 24 November 2025, Rencana kerja pada PT SRL adalah: 
1. Penataan Areal Kerja seluas ± 88.000 Ha terdiri atas Kawasan Lindung / 

Areal Preservasi seluas ± 11.067 Ha, Areal Budidaya seluas ± 70.468 Ha, 
Kebun Sawit seluas ± 1.548 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 
± 6.464 Ha. 

2. Jenis kegiatan usaha berupa multiusaha kehutanan dengan kegiatan 
pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK), pemanfaatan jasa lingkungan (pemulihan lingkungan, penyerapan 
dan/atau penyimpanan karbon). 

3. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari : 
a) Pola Swakelola meliputi Rencana penyiapan lahan dan penanaman 

seluas ±46.673 Ha dengan jenis tanaman Akasia dan Ekaliptus daur 4 
tahun. 

b) Pola Kemitraan Konsesi Hutan meliputi Rencana penyiapan lahan dan 
penanaman seluas ± 947 Ha dengan jenis tanaman Akasia dan 
Ekaliptus daur 4 tahun. 

c) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Sistem Agroforestry Pola 
Kemitraan Konsesi Hutan 
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Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa Perlindungan keanekaragaman hayati 
yang dilakukan pada Kawasan Lindung /Areal Preservasi seluas ± 9.372 Ha 
yang berada di Kawasan Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, Bufferzone Hutan 
Lindung serta Kawasan Lindung Rawa dan pada areal budidaya seluas ± 
17.154 Ha 

b. Verifier 
2.1.2.a 

: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah 
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 
 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan 

IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang 
kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Dokumen RKUPH  
PT SRL telah memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah untuk Periode Tahun 
2021 s/d 2030 yang telah disetujui oleh pejabat berwenang berdasarkan Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 
SK.6205/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/11/2020 tanggal 20 November 2020. Terdapat 
Peta Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT SRL, serta Peta Rencana kerja UPHHK-
HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun 2021 s/d 2030, Skala 1 : 50.000. 
Pada tahun 2025 terdapat Dokumen Perubahan RKUPH-PBPH periode Tahun 2021 -
2030 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor: 11263 Tahun 2025 tanggal 24 November 2025. 
Dokumen RKTPH  
RKTPH Tahun 2024 dan Carry Over RKTPH Tahun 2023 
Dokumen RKTPH PT SRL Tahun 2024 disetujui secara self-approval berdasarkan 
Keputusan Direktur Utama PT SRL No. SK.001/DIR/RKT-SRL/I/2024 tanggal 11 
Januari 2024 dan dilengkapi Peta Rencana Kerja PBPH Pada Hutan Tanaman 
dengan skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh GANISPH CANHUT A.n. Petrus Pala Son 
dengan nomor Register SiGANISHUT No. Reg. 01230004187. 
Target RKTPH 2024 untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan 
Tanaman) jenis Jabon seluas 280,23 Ha dengan volume kayu sebesar 2.672 m3; jenis 
Karet (Hevea Brasiliensisis) seluas 1.030,91 Ha dengan volume kayu sebesar 
10.094,18 m3; dan jenis Sengon seluas 2.112,64 Ha dengan volume sebesar 
19.891,80 m3.. 
Dokumen RKTPH Tahun 2025 dan Carry Over RKTPH Tahun 2024 
Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2025 dan Carry Over RKTPH Tahun 2024 yang 
telah disahkan secara self-approval melalui sistem online SiPASHUT oleh Direktur 
Utama PT SRL berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.001/DIR/RKT-SRL/V/2025 
tanggal 26 Mei 2025.  SK berlaku sejak tanggal 26 Mei 2025 dan berakhir pada tanggal 
31 Desember 2025.  SK dilengkapi Peta Lampiran RKTPH Tahun 2025 PT SRL 
dengan skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; Petrus Pala Son dengan 
No.Register: 01230004187.  
Adapun target Pemanfaatan Hutan pada RKTPH Tahun 2025 yaitu: 
1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Sistem 

Silvikultur THPB: 
a. Target Murni RKTPH 2025, dengan total luas 1.589,31 Ha dan volume 

52.006,89 m³ terdiri: 
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b. Target Carry Over RKTPH 2024, dengan total luas 727,55 Ha dan volume 
8.772,48 m³ terdiri: 

2. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam), Sistem Silvikultur 
TPTI NIHIL : 

3. Penanaman pada Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan 
Tanaman), Sistem Silvikultur THPB: 
a. Target Murni RKTPH 2025, Penyiapan lahan dan penanaman jenis hutan 

berkayu seluas 2.059,68 Ha. 
 Jenis Ekaliptus pada hutan tanaman 29,26 Ha  
 Jenis Akasia sp. pada semak belukar 470,37 Ha dan hutan tanaman 

1.560,06 Ha. 
b. Target Carry Over RKTPH 2025, Penyiapan lahan dan penanaman jenis hutan 

berkayu seluas 910,42 Ha 
 Jenis Ekaliptus pada hutan tanaman 22,61 Ha  
 Jenis Akasia sp. pada semak belukar 182,87 Ha dan pada hutan 

tanaman 704,94 Ha. 
Dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2025 dan Carry Over RKTPH Tahun 2024 
Terdapat dokumen Perubahan RKTPH Tahun 2025 dan Carry Over RKTPH Tahun 
2024 yang telah disahkan secara self-approval melalui sistem online SiPASHUT oleh 
Direktur Utama PT SRL berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK.002/DIR/RKT-
SRL/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025.  SK Perubahan RKTPH Tahun 2025 dan 
Carry Over RKTPH Tahun 2024 berlaku sejak tanggal 16 Desember 2025 dan berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2025.   
Terdapat Peta Lampiran Perubahan RKTPH Tahun 2025 PT SRL dengan skala 1: 
50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; Petrus Pala Son dengan No.Register: 
01230004187  
Adapun target Pemanfaatan Hutan pada RKTPH Tahun 2025 yaitu: 
1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Sistem 

Silvikultur THPB: 
Target Murni RKTPH 2025, dengan total luas 725,31 Ha dan volume 36.265,28 m³ 
terdiri: Hutan Tanaman terdiri Akasia sp. seluas 44,99 Ha dan volume 2.249,37 
m³, Bambu seluas 5,79 Ha dan volume 289,41 m³, Karet seluas 674,53 Ha dan 
volume 33.726,51 m³. 

2. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam), Sistem Silvikultur 
TPTI NIHIL. 

Dokumen RKTPH Tahun 2026 dan Carry Over RKTPH Tahun 2025 
Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2026 dan Carry Over RKTPH Tahun 2025 atas 
nama PT SRL yang telah disahkan secara self-approval melalui sistem online 
SiPASHUT oleh Direktur Utama PT SRL berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 
SK.001/DIR/RKT-SRL/I/2026 tanggal 6 Januari 2026.  SK RKTPH Tahun 2026 dan 
Carry Over RKTPH Tahun 2025 berlaku sejak tanggal 6 Januari 2026 dan berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2026.   
Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2026 PT SRL dengan skala 1: 50.000. Peta 
dibuat oleh GanisPH Canhut; Petrus Pala Son dengan No.Register: 01230004187.  
Adapun target Pemanfaatan Hutan pada RKTPH Tahun 2026 yaitu Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman), Sistem Silvikultur THPB: 

a. Target Murni RKTPH 2026, dengan total luas 6.760,77 Ha dan volume 
536.484,00 m³ yang terdiri Akasia sp. seluas 2.355,83 Ha dan volume 232.220,80 
m³, Ekaliptus seluas 2564,81 Ha dan volume 195.910,20 m³ dan Sengon seluas 
1.840,13 Ha dan volume 108.353,00 m³. 
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b. Target Carry Over RKTPH 2025, dengan HT Akasia total luas 491,94 Ha dan 
volume 39.482,30 m³ terdiri: 

Penugasan GanisPH CANHUT 
a. Terdapat Penugasan GanisPH CANHUT pada areal PT SRL atas nama Petrus 

Pala Son dengan No.Register: 01230004187. Penugasan Nomor 110323018 
tanggal 2 Maret 2023 dan  Penempatan Nomor 113978825468 tanggal 5 
November 2024.  sampai dengan tanggal 19 Desember 2027. 

b. Terdapat Penugasan GanisPH CANHUT atas nama Danang Wahyudi dengan 
No.Register: 01230002383. Penugasan Nomor 110125069 dan Penempatan 
Nomor 116136434023.  Penempatan berlaku mulai 21 Januari 2025 sampai 
dengan tanggal 27 Maret 2028. 

 

c. Verifier 
2.2.1.a 

: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Terdapat dokumen Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pre-Harvest Inventory 
(PHI) periode tahun 2025 dan periode tahun 2026. 
Pelaporan, Data hasil pengukuran dan pengolahan disajikan dalam bentuk : 
1) Jumlah kompartemen dan jumlah Plot PHI. 
2) Rata rata potensi PHI per Ha. dan perkiraan perhitungan volume total (m3). 
3) Rekapitulasi PHI areal RKTPH Tahun 2025 

No. Jenis 
Tanaman 

Jumlah 
Compt 

Jumlah 
Plot 
PHI 

Luas 
Petak (Ha) 

Rata2 
Potensi PHI 
Per-Ha (M3) 

Estimasi 
Potensi Total 

(m³) 

1. Akasia sp 2 6 44,99 50,00 2.249,37 

2. Bambu sp. 2 4 5,78 50,07 289,40 

3. Karet 92 276 674,52 50,00 33.726,53 
 Total 96 286 725,29  36.265,30 

4) Rekapitulasi PHI areal RKTPH Tahun 2026. 

No. 
Jenis 

Tanaman 
Jumlah 
Compt 

Jumlah 
Plot 
PHI 

Luas 
Petak (Ha) 

Rata Rata 
Hasil PHI 

Estimasi 
Potensi Total 

(m³) 

1. Akasia sp 174 522 2.847,75 95,41 271.702,96 

2. Ekaliptus 153 459 2.564,82 76,38 195.910,28 

3. Sengon 113 339 1.840,13 58,88 108.352,96 
 Total 440 1.320 7.252,70  575.966,20 

Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan pada plot sampel PHI dapat dipastikan bahwa kegiatan 
timber cruising pada PT SRL telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hasil 
pengamatan lapangan dapat ditemukan bukti penandaan pohon pada areal plot PHI dan 
diketemukan telah sesuai. 

a. Sampel Plot A.03 pada Petak TB.B.029 areal URKTPH Tahun 2026 pada 
titik koordinat N: 000 15’ 05,10” dan E: 1160 01’ 17,87”.  Penandaaan Pohon 
sampel menggunakan label pita plastic warna orange dengan data nomor 
sampel pohon serta diameter dan tinggi pohon sampel yang bersangkutan. 

b. Sampel Plot A.03 pada Petak TB.B.019 areal URKTPH Tahun 2026 pada 
titik koordinat N: 000 15’ 02,46” dan E: 1160 01’ 05,10”.   

c. Sampel Plot D.01 pada Petak KJ.C.232 areal URKTPH Tahun 2026 pada 
titik koordinat N: 000 15’ 42,42” dan E: 1160 05’ 23,80” 
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d. Verifier 
2.2.1.b 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup 
areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT SRL telah menetapkan kawasan yang mencakup areal yang boleh ditebang dan 
atau tidak boleh ditebang di dalam areal kerja PT SRL.   
Dapat diverifikasi areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang pada PT 
SRL berupa: 
1) Dokumen Perubahan RKUPH-PBPH periode Tahun 2021 -2030 yang telah 

disahkan berdasarkan SK Menhut RI Nomor: 11263 Tahun 2025 tanggal 24 
November 2025 yang dilengkapi dengan Peta lampiran Perubahan RKUPH 
periode 2021 - 2030 Skala 1 : 50.000.   Peta dibuat oleh GanisCANHUT-PHPL 
Petrus Pala Son dengan No.Reg.01230004187. 

2) Peta Lampiran RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH 2026 PT SRL dengan skala 1: 
50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; Petrus Pala Son dengan No.Register: 
01230004187. Peta memuat areal yang akan dibudidayakan dan areal tidak boleh 
ditebang beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu antara lain 
KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. 

Terdapat dokumen SK Penetapan Kawasan Lindung pada PT SRL yang telah 
ditetapkan oleh Direktur Utama PT SRL Nomor. SK.002/DIR/KL-SRL/XI/2025 tanggal 
24 November 2025 seluas 11.067 Ha atau 12,58 % dari total luas areal. 
Hasil telaah Peta Lampiran RKTPH Tahun 2025 dan Peta RKTPH Tahun 2026 skala 
1:50.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan 
sebagai kawasan lindung yaitu, Sempadan Sungai dapat dicek/periksa keberadaannya 
dilapangan antara lain: 
1) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai SEK pada areal RKTPH 

Tahun 2025 yang terletak pada koordinat N: 00˚ 15’ 13,36” dan E: 116˚ 01’ 33,07”.   
2) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Tuebe pada areal RKTPH 

Tahun 2026 yang terletak pada koordinat N: 00˚ 11’ 12,96” dan E: 116˚ 06’ 43,05”.   
3) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Sentekan pada areal RKTPH 

Tahun 2026 yang terletak pada koordinat N: 00˚ 14’ 19,62” dan E: 116˚ 02’ 42,58”.   
4) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai NYAK pada areal RKTPH 

Tahun 2026 yang terletak pada koordinat N: 00˚ 12’ 50,19” dan E: 116˚ 03’ 03,17” 

e. Verifier 
2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT SRL telah melaksanakan kegiatan Penandaan lokasi blok tebangan/blok 
RKT/petak RTT yang telah dibuat dengan jelas di peta dan terbukti 
implementasi keberadaannya di lapangan. 
Dapat diverifikasi dokumen peta penataan blok/petak tebangan RKTPH 2024, 
RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 dengan skala 1: 50.000 yang dibuat oleh 
GanisPH Canhut; Petrus Pala Son dengan No.Register: 01230004187. 
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, dapat dijumpai adanya penandaan batas 
blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 sebagai 
berikut : 

No. Batas Petak RKTPH 
Titik Koordinat 

North East 

1. TB.C.851 2025 N: 00˚ 18’ 01,67” E: 116˚ 02’ 46,39” 

2. TB.C.854 dan  2025 N: 00˚ 17’ 50,16” E: 116˚ 02’ 53,40” 
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3. TB.C.454 2025 N: 00˚ 17’ 50,11” E: 116˚ 02’ 53,47” 

4. TB.A.115 2026 N: 00˚ 15’ 25,25” E: 116˚ 02’ 13,43” 

5. TB.A.435 2026 N: 00˚ 15’ 17,19” E: 116˚ 01’ 56,19” 

6. TB.A.445 2026 N: 00˚ 15’ 17,50” E: 116˚ 01’ 56,15” 

7. TB.C.838, dan 2025 N: 00˚ 18’ 54,16” E: 116˚ 02’ 16,09” 

8. TB.C.768 2025 N: 00˚ 18’ 54,18” E: 116˚ 02’ 16,16” 

9. TB.C.834, dan 2025 N: 00˚ 18’ 54,63” E: 116˚ 02’ 16,41” 

10. TB.C.835 2025 N: 00˚ 18’ 54,66” E: 116˚ 02’ 16,41” 

11. TB.C.748, dan 2025 N: 00˚ 18’ 54,66” E: 116˚ 02’ 18,83” 

12. TB.C.881 2025 N: 00˚ 18’ 54,67” E: 116˚ 02’ 18,90” 

13. TB.C.866, dan 2025 N: 00˚ 18’ 43,22” E: 116˚ 02’ 26,40” 

14. TB.C.867 2025 N: 00˚ 18’ 43,34” E: 116˚ 02’ 26,40” 

15. Plang Blok RKT 2025 2025 N: 00˚ 18’ 11,39” E: 116˚ 02’ 30,29” 

. 

f. Verifier 
2.2.1.d 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada 
areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan telaah dokumen RKTPH Tahun 2025, Perubahan RKTPH Tahun 
2025 dan RKTPH Tahun 2026 serta informasi Management Represantatif (MR) 
PT SRL diketahui bahwa dalam RKTPH 2 (dua) tahun terakhir tidak 
merencanakan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami  pada areal penyiapan 
lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

3. PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

a. Verifier 
3.1.1.a 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Bahwa PT SRL telah melakukan penatausahaan kayu secara online 
menggunakan SIPUHH Online dan berstatus AKTIF pada saat audit 
Resertifikasi S-PHL dilaksanakan.  Terdapat sarana dan prasarana untuk 
penatausahaan kayu yang diperlukan baik itu perangkat keras maupun 
sumberdaya manusianya. 
Terdapat buku ukur yang telah dibuat selama periode audit Resertifikasi S-PHL 
yang mencakup Buku Ukur hasil pemanenan kayu hutan Tanaman pada 
RKTPH Tahun 2024, RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 dengan 
jumlah keseluruhan sebanyak 148 set buku ukur untuk kayu KBK jenis Karet 
sebanyak 11.982,09 SM atau setara dengan volume sebesar 7.516,41 M³. 
Selanjutnya atas buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar 
penerbitan LHP.  Pada periode audit Resertifikasi S-PHL PT SRL telah 
menerbitkan LHP dan telah terupload di SIPUHH sebanyak 8 set LHP untuk 
kayu KBK jenis Karet sebanyak 11.882,09 SM atau setara dengan volume 
sebesar 7.516,40 M³. 

No. Periode Penerbitan LHP 
Jml. 
Set 

Jumlah 

SM Volume (M³) 

1. RKTPH 2024 (November s/d Desember 2024) 6 4.121,52 2.596,57 

2. RKTPH 2025 (Jan. s/d Feb. 2026) 2 7.860,57 4.919,83 

3. RKTPH 2026 (Januari s/d April 2026) - - - 
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 Jumlah : 8 11.982,09 7.516,40 

Penerbitan LHP telah dilakukan di TPn/TPK Hutan PT SRL oleh 
penanggungjawab P2LHP atas nama Muhaimin dengan Nomor Register 
SiGANISHUT 23230005603. 
Dapat diverifikasi bahwa pembuatan LHP telah sesuai dengan Buku Ukur yang 
dibuat yaitu pada periode bulan yang sama pada saat penerbitan LHP. Selain 
itu penerbitan LHP pada RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 telah 
sesuai dengan lokasi penerbitan yaitu di TPn tiap tiap petak yang telah 
ditetapkan oleh Direktur Utama PT SRL. 
PT SRL telah menetapkan simpul simpul penatausahaan hasil hutan kayu yaitu 
penetapan lokasi TPn, TPK Hutan maupun TPK Antara : 
 Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara pada PBPH PT SRL 

telah ditetapkan berdasarkan SK Direktur Utama PT SRL Nomor: 
001/DIR/TPK-TPn/SRL/I/2026 tanggal 15 Januari 2026. 

 Penetapan Lokasi TPK Antara Km.00 Pada PT SRL sesuai dengan Surat 
Keputusan (SK) Direktur Utama PT SRL Nomor: 001/DIR/TPK-SRL/I/2026 
tanggal 15 Januari 2026 

Bahwa PT SRL telah melakukan penatausahaan kayu secara online 
menggunakan SIPUHH Online dan berstatus AKTIF.  Terdapat sarana dan 
prasarana untuk penatausahaan kayu yang diperlukan baik itu perangkat keras 
maupun sumberdaya manusianya.  
PT SRL telah menunjuk Operator SIPUHH atas nama Ilham sebagai Operator 
Sistem Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online berdasarkan Surat 
Keterangan Penunjukan Operator SIPUHH PT SRL Nomor: 005/SRL/LCS-
HQ/II/2026 tanggal 23 Februari 2026 dan Surat Keterangan Penunjukan 
Operator SI-PNBP PT SRL Nomor: 008/SRL/LCS-HQ/XI/2024 tanggal 7 
November 2024. 

b. Verifier 
3.1.2.a 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi 
dokumen angkutan yang sah 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK selama periode audit periode 
audit Resertifikasi S-PHL PT SRL, dapat diverifikasi bahwa auditi tidak 
menerbitkan Dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin 
keabsahan dan legalitas pemindahan/pengangkutan kayu hutan tanaman dari 
Kawasan Hutan ke luar areal atau penjualan.  Demikian pula tidak terdapat 
penerbitan dokumen Daftar Kayu Dipakai Sendiri (DKDS). Namun demikian PT 
SRL telah menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk 
terlaksananya Penatausahaan Kayu Hutan Tanaman. Terdapat GanisPH PKB 
sebagai P2SKSHHK maupun sebagai P3KB sebagai berikut: 

No Nama Register Jabatan Lokasi Penugasan 
 

1. Muhaimin (non aktif) 23230005603 Pembuat LHP TPK Hutan   

2. Ilham 23260024690 Pembuat LHP TPK Hutan  

3. M. Reza Adi Pratama 23260024694 Penerbit SKSHHK TPK Hutan dan TPK Antara  

4. Wahyu Ariansyah 23260024691 P3KB TPK Antara  

Jumlah GanisPH PKB telah sesuai dengan kebutuhan tiap simpul PUHH yang 
ada. 
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PT SRL telah berupaya melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan 
PUHH seperti pada verifier 3.1.1.a 

c. Verifier 
3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak 
pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PT SRL telah dilaksanakan 
melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan.  
Berdasarkan hasil observasi lapangan saat audit Resertifikasi S-PHL pada PT SRL 
penandaan kayu berupa identitas staking kayu hasil penebangan yang berisi informasi 
asal petak tebangan, jenis kayu serta ukuran dimensi tumpukan. 
Pada periode November 2024 – April 2026, PT SRL terverifikasi melakukan penandaan 
PUHH terhadap kayu hasil penebangan pada areal penyiapan lahannya. Kayu hasil 
penebangan tersebut ditumpuk pada petak tebangan yang sama. Kayu hasil 
penebangan tidak bergerak keluar dari areal penebangan tersebut. Penandaan yang 
dilakukan berupa pemasangan label pada tumpukan kayu tersebut berupa ukuran 
tumpukan. 
Kebenaran asal usul kayu dapat ditelusuri secara langsung di lapangan sampai dengan 
blok/petak tebangannya, karena kayu hasil penebangan tidak mengalami pergerakan 
dari areal tebangnya 

d. Verifier 
3.2.1.a 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Pada periode audit Resertifikasi S-PHL (November 2024 – April 2026) dapat diverifikasi 
bahwa Kode Billing PSDH dari kayu hutan budidaya telah sesuai dengan LHP yang 
diterbitkan yaitu LHP pada RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025. Kode Billing 
DR dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan total PSDH 
sebesar Rp. 44.278.470,00. 
Seluruh tagihan PNBP PSDH atas hasil pemanenan kayu hutan tanaman periode audit 
telah dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara 
beria Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) atas PSDH yang diterbitkan dari 
SIPNBP. 
Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT SRL, diverifikasi bahwa seluruh LHP 
yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai pada 
saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP 

e. Verifier 3.3.1 : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi 
awal) 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Bahwa kegiatan audit saat ini adalah pelaksanaan audit Resertifikasi S-PHL, sehingga 
PT SRL sebelumnya telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) 
dengan Nomor IMS-SPHL-019 tanggal 20 Juni 2023 dan Perjanjian Sub Lisensi 
penggunaan tanda Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang dikeluarkan 
oleh LPVI PT Inti Multima Sertifikasi (IMS) sesuai dengan Surat Sub Lisensi 
Penggunaan Tanda SVLK tertanggal 16 Mei 2020.  Diverifikasi Sertifikat PHL PT SRL 
dengan Predikat SEDANG dan masa berlaku mulai tanggal 16 Mei 2020 sampai 
dengan tanggal 15 Mei 2026. 

4. PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

a. Verifier 4.1.1 : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : Memenuhi 
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Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen auditee, menunjukkan bahwa tersedia dokumen 
AMDAL IUPHHK-HT PT SRL di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan 
Timur, yaitu berupa Laporan Utama Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Lampiran 
Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen dilengkapi dengan peta studi AMDAL, peta 
RKL dan peta RPL. 
Dokumen AMDAL/RKL/RPL IUPHHK-HT PT SRL di Kabupaten Kutai Kartanegara 
Provinsi Kalimantan Timur, telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Provinsi 
Kalimantan Timur berdasarkan Hasil Penilaian Komisi AMDAL Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur. Surat Persetujuan Dokumen AMDAL disampaikan melalui Surat 
Keputusan Gubernur Nomor : 660.2/K.556/2010 yang ditandatangani oleh Awang Faroek 
Ishak, pada tanggal 9 November 2010. 
Pada tahun 2019, PT SRL melakukan perubahan terhadap dokumen ANDAL dan RKL-
RPL dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang berdasarkan 
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prvinsi 
Kalimantan Timur No. 503/848/LINGK/DPMPTSP/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang 
Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Adendum Rencana Kegiatan Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri UPHHK-HTI) seluas ± 88.000 Ha oleh 
PT SRL. Dokumen ini dibuat terkait Penambahan Kegiatan Penggergajian Kayu 
(Sawmill) Beserta Sarana Penunjang Lainnya seluas ± 2 Ha dengan Kapasitas 
Produksi ± 1.800 m3/Tahun yang Berlokasi di Desa Pulau Pinang Kecamatan 
Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. 
Disamping itu, PT SRL telah memiliki dokumen izin lingkungan yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS berdasarkan NIB 8120100862841 tanggal 10 Juni 2019 (telah berlaku  
efektif). 

b. Verifier 
4.1.2.a 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Bahwa PT SRL telah memiliki dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan 
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun sebagai bagian dari Dokumen 
AMDAL.  Dokumen RKL-RPL merupakan bagian dari Dokumen ANDAL yang telah 
disahkan pejabat yang berwenang berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan 
Timur Nomor 660.2/K.556/2010 per tanggal 9 November 2010. 
Sebagaimana telah diuraikan pada hasil verifikasi terhadap verifier sebelumnya (verifier 
pada indikator 4.1.1), bahwa PT SRL telah melakukan perubahan terhadap dokumen 
ANDAL dan RKL-RPL dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang 
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Prvinsi Kalimantan Timur No. 503/848/LINGK/DPMPTSP/V/2019 tanggal 16 Mei 
2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Adendum Rencana Kegiatan Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri UPHHK-HTI) seluas 
±88.000 Ha oleh PT SRL terkait Penambahan Kegiatan Penggergajian Kayu (Sawmill) 
Beserta Sarana Penunjang Lainnya seluas ± 2 Ha Dengan Kapasitas Produksi ±1.800 
m3/Tahun yang Berlokasi di Desa Pulau Pinang Kecamatan KembangJanggut, 
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Disamping itu, PT SRL telah 
memiliki dokumen izin lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan 
NIB 8120100862841 tanggal 10 Juni 2019 (berlaku efektif). 
Dokumen RKL-RPL tersebut disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah 
disahkan di atas.Secara garis besar,matrik RKL dan RPL PT SRL 

c. Verifier 
4.1.2.b 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- 
kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai 
dengan matrik 
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Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL 
dan RPL pada PT SRL.  
PT SRL telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting 
aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang tertuang dalam Laporan Kegiatan 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rutin setiap 6 bulan sekali. 
Terdapat Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I dan 
semester II tahun 2024 dan tahun 2025 telah disampaikan secara elektronik melalui 
Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).  Terdapat bukti 
Tanda Terima Elektronik (TTE) dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan 
Hidup (SIMPEL) untuk penyampaian laporan RKL dan RPL.  
Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan 
dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang dijumpai di lapangan yaitu 
berupa : 
a. Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung Sempadan 

Sungai; 
b. Kegiatan pengelolaan berupa pengayaan di kawasan kanan kiri jalan dan tanah 

kosong serta bekas jalan sarad. 
c. Pemasangan plang himbauan/ larangan di kawasan lindung Sempadan Sungai 

meliputi plang himbauan/ larangan dilarang membakar hutan/ lahan, menebang 
pohon dilindungi, dilarang berburu, jual beli lahan, membuka lahan/ berkebun, 
mendirikan bangunan; 

d. Pemasangan plang himbauan/ larangan membakar hutan/ lahan, jual beli lahan, 
membuka lahan/ berkebun, mendirikan bangunan yang di pasang pada lokasi 
strategis; 

e. Pemantauan curah hujan dengan menggunakan Ombrometer yang terpasang di 
Basecamp Km 32; 

f. Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai dengan model lepas pasang di 
sungai Atap. 

g. Pemantauan laju erosi dengan metode stik erosi dengan rincian di RKT 2025. 
h. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada PT SRL 

baik itu sebagai tenaga Borongan, Harian maupun Bulanan. 
i. Bantuan untuk acara kerohanian, Kurban Idul Adha maupun acara 17 Agustus 
j. Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama rentang waktu 

audit yaitu berupa program CD dan CSR Perusahaan kepada masyarakat desa 
terdampak. 

5. PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

a. Verifier 
5.1.1.a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT SRL telah menyusun Dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan 
pencegahan dan penanganan K3.  Dokumen Identifikasi Bahaya dan Resiko berjudul 
“Register Penilaian Risiko dan Peluang Lingkungan, dan K3 Tahun 2025”. 
Selanjutnya terdapat pedoman/prosedur K3 dan personil yang ditunjuk untuk 
bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 di lapangan pada PT SRL. 

No. No. Dokumen Judul Dokumen, Tujuan dan 
Ruang Lingkup 

1. SRL/SOP/HSE/002 Tanggal terbit 01 
Februari 2012 

SOP Investigasi Kecelakaan. 
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2. SRL/SOP/HSE/003 Tanggal terbit 01 
Februari 2012 

SOP Inspeksi Lingkungan, 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (LK3)  

3. SRL/SOP/HSE/004 Tanggal terbit 01 
Februari 2012 

SOP Pelayanan Kesehatan 
Kerja 

4. SRL/SOP/HSE/005 Tanggal terbit 01 
Februari 2012 

SOP Penyediaan dan 
Pemeliharaan Alat Pelindung 
Diri 

5. SRL/SOP/HSE/006 Tanggal terbit 01 
Februari 2012 

SOP Penanganan Korban 
Kecelakaan Gawat Darurat 

Personel penanggung jawab K3 di lingkungan kerja PT SRL terdiri dari personel yang 
tercatat dalam susunan pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(P2K3) PT SRL yang telah disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan Keputusan 
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 
500.15.18.5/451/DTKT.Srk-III/2025 tanggal 23 Oktober 2025. 
Adapun Pengurus Pelaksana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3)  

Ketua : Yudhi Dwi Cahyono 
Wakil Ketua :  DarwinTampubolon  
Sekretaris : Agung Rolisstyawan 
Anggota : Terdiri dari personel pada masing-masing Departemen 

pemanfaatan hutan di PT SRL 

b. Verifier 
5.1.1.b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Terdapat Daftar Perlengkapan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT SRL 
periode Bulan Maret 2026 yang anatara lain terdiri Helm Safety, Sepatu Safety, Sepatu 
Boot, Rompi (Spot Light), Masker, Kotak P3K, Apar, Fasilitas Klinik beserta Dokter dan 
Paramedis, Alat Komunikasi/Radio, Perlatan Transportasi. Alat Pemadam Darkarhutla 
serta Rambu Rambu peringatan bahaya. 
Berdasarkan wawancara dengan; Sekretaris P2K3 PT SRL: Agung Rolisstyawan 
tersedia peralatan K3 di lapangan sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik, 
diantaranya: 
1) Kotak P3K tersedia di Kantor, Logistik serta Mess Karyawan. 
2) APAR kecil yang disediakan hampir di setiap bangunan disediakan APAR.  
3) Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot yang sudah 

didistribusikan kepada setiap karyawan. 
4) Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (assembly point) di Basecamp. 
5) Radio Komunikasi disetiap unit kendaraan besar maupun kecil 

c. Verifier 
5.1.1.c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: PT SRL telah mencatat dan menyusun kejadian kecelakaan kerja dengan membuat 
laporan yang menjadi bagian dari Laporan P2K3 setiap semester.    
Catatan kecelakaan kerja dalam Laporan P2K3 disampaikan dalam point Total Case 
Incident Rate (TCIR).  Berdasarkan Laporan P2K3 Semester II bulan Desember 2025, 
tercatat terdapat 7 kejadian kecelakaan yaitu pada bulan April 2025 sebanyak 1 
kejadian, bulan Juni terdapat 1 kejadian, bulan Juli 2 kejadian, bulan September 
Oktober dan November masing masing 1 kali kejadian. 
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PT SRL telah secara rutin menyampaikan Laporan P2K3 kepada instansi terkait, dalam 
hal ini Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur. 
Terdapat bukti penyampaian Laporan P2K3 berupa tanda terima dari staff antara lain; 

 Penyampaian Laporan P2K3 periode (Q-III) Juli – September Tahun 2025 
telah diterima tanggal 24 Oktober 2025 oleh Nur Hidaya S. 

 Penyampaian Laporan P2K3 periode (Q-II) April - Juni Tahun 2025 telah 
diterima tanggal 7 Juli 2025 oleh Nur Hidaya S. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di 
lingkungan kerja PT SRL antara lain: 

- Sosialisasi K3 kepada seluruh karyawan 
- Melengkapi keperluan APD setiap karyawan sesuai peruntukannya, 
- Melaksanakan Breefing K3  
- Pengunaan APD, dan Inspeksi Tools/ Alat  
- Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, sarung tangan, masker 

dan APD lainnya kepada pekerja di lapangan.  
- Pemasangan rambu-rambu Jalan. 
- Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan 

d. Verifier 5.2.1 : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan pemegang izin, diketahui 
bahwa dilingkungan karyawan PBPH PT SRL telah membentuk serikat pekerja unit 
Serikat Pekerja Mandiri Kehutanan Nawasena yang berkedudukan di PT SRL.   
Terdapat Dokumen Bukti pencatatan Serikat Pekerja Mandiri Unit Kerja Serikat Pekerja 
Mandiri Kehutanan Nawasena PT SRL pada Kantor DinasTransmigrasi dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor B-399/BHI-LKS.B/12/2024 tanggal 10 
desember 2024. 
Selain serikat pekerja, dilingkungan karyawan PT SRL telah terbentuk organisasi LKS 
Bipartit. 
Terdapat bukti pencatatan LKS Bipartit pada Kantor DinasTransmigrasi dan Tenaga 
Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor B-05/BHI-LKS.B/05/2025 tanggal 8 
Mei 2025 

e. Verifier 5.2.2 : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Bahwa PBPH PT SRL telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode 2025 
sampai dengan 2027 yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT SRL pada tanggal 1 
Desember 2024. Dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat berwenang 
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja Nomor : KEP.4 /HI.00.00/00.0000.241120030/P-1/II/2025 tanggal 1 
Februari 2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT SRL yang terdiri dari XIV 
(empat belas) Bab. 
Masa berlaku peraturan perusahaan PT SRL berlaku mulai tanggal 1 Februari 2025 
sampai dengan tanggal 31 Januari 2027. 

f. Verifier 5.2.3 : Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : Memenuhi 

Uraian 
singkat 
justifikasi 

: Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PBPH PT SRL periode Bulan Maret 
Tahun 2026.  Daftar karyawan terdiri atas karyawan PBPH PT SRL serta karyawan Pihak 
Ketiga atau tenaga kontraktor/Vendor. Berdasarkan daftar tersebut, dapat diverifikasi 




